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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 

merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Kehutanan Provinsi 

Sulawesi Tengah dalam mencapai sasaran strategis yang disusun dengan tujuan 

melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan 

memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja. 

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi 

Tengah. Dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi serta sesuai UU No.23 

Tahun 2014 tentang peralihan pegawai, maka uraian tugas fungsi dan tata kerja 

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami perubahan. Adapun tugas, 

fungsi dan struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 

berdasarkan  Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur 

Sulawesi Tengah Nomor 78 Tahun 2016.   

Hasil pencapaian atas pelaksanaan kinerja selama Tahun 2025 

menunjukkan hasil yang baik. Capaian indikator pada Perjanjian Kinerja Perubahan 

Tahun 2025 yaitu : Indikator PDRB Sektor Kehutanan  dengan capaian  kinerja 

sebesar 97,12 % dan Indeks Kualitas Lahan dengan capaian kinerja sebesar 93,56%. 

Sedangkan capain indikator pada Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 yaitu 

indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan capaian kinerja sebesar 95,64%.   

Untuk mencapai sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi 

Tengah Tahun 2025, dilaksanakan melalui 5 program 21 kegiatan dengan anggaran 

yang berasal dari APBD sebesar Rp.76.942.181.143,41,- dan sampai dengan akhir 

Desember 2025 realisasi pencapaian terhadap keuangan sebesar 

Rp.64.839.344.490,62,- atau sebesar 84,27%. 

Namun demikian pengkajian ulang pasca kegiatan akan dilakukan guna 

melihat efektifitas dan efisiensi setiap kegiatan dalam pencapaian  sasaran yang 

hendak dicapai, sehingga diharapkan pada tahun-tahun mendatang kegiatan 

pembangunan kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dapat 

menjadi lebih baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

  

1.1 Gambaran Umum 

 

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur pelaksana 

Pemerintah Provinsi yang menangani urusan kehutanan yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Daerah. 

Selain itu, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah juga berperan aktif dalam 

melaksanakan evaluasi dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan sektor Kehutanan 

di Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil dari monitoring dan evaluasi sebagai bahan 

untuk mengsinkronisasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh 14 Unit 

Pelaksana Teknis di wilayah Sulawesi Tengah sehingga secara keseluruhan dapat 

saling bersinergis yang bermuara pada kemajuan pembangunan kehutanan secara 

utuh dalam lingkungan keberhasilan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam 

menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan diatas, Dinas Kehutanan 

Provinsi Sulawesi Tengah di dukung oleh pejabat – pejabat dan staf yang tersebar 

pada jajaran/komponen Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD 

TAHURA / KPH, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Teknis 

dan Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.  

Sumber daya manusia yang mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan 14 Unit Pelaksana Teknis 

berjumlah 564 orang. Adapun komposisi pegawai secara keseluruhan berdasarkan 

tingkat pendidikan diuraikan secara rinci pada  Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 
 Sumber :  Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 

 

Komposisi pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan 14 Unit 

Pelaksana Teknis berdasarkan pangkat/golongan ruang diuraikan pada Tabel 1.2. 

 
 

Tabel 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang 

Sumber :  Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 

 

PNS PPPK % PNS PPPK %

1 SD

2 SMP 1 100% 0% 1

3 SMA / SMK 79 47 83% 11 14 17% 151

4 D1

5 D2

6 D3 1 33% 2 67% 3

7 S1 / D4 145 79 62% 77 59 38% 360

8 S2 35 71% 14 29% 49

9 S3

261 126 69% 104 73 31% 564TOTAL

NO PDDKN

LAKI-LAKI PEREMPUAN

JUMLAH

LAKI-LAKI % PEREMPUAN %

1 I/a

2 I/b

3 I/c 1 100% 0% 1

4 I/d

5 II/a

6 II/b 5 83% 1 17% 6

7 II/c 8 89% 1 11% 9

8 II/d 23 92% 2 8% 25

9 III/a 21 70% 9 30% 30

10 III/b 26 68% 12 32% 38

11 III/c 36 67% 18 33% 54

12 III/d 86 66% 44 34% 130

13 IV/a 40 73% 15 27% 55

14 IV/b 12 92% 1 8% 13

15 IV/c 3 75% 1 25% 4

16 IV/d

17 IV/e

18 I

19 III

20 V 47 77% 14 23% 61

21 VII

22 IX 79 57% 59 43% 138

23 X

387 69% 177 31% 564

NO

JENIS KELAMIN

JUMLAHGOL/RU

TOTAL
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 Jumlah pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan 14 Unit 

Pelaksana Teknis yang menduduki  jabatan struktural adalah sebanyak 60 orang.  

Adapun komposisi pegawai berdasarkan jabatannya diuraikan selengkapnya pada 

Tabel 1.3. 

Tabel 1.3 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural 

 
            Sumber :  Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO ESS LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

1 I.b

2 II.a

3 II.b

4 III.a 5 5

5 III.b 13 13

6 IV.a 33 8 41

7 IV.b 1 1

52 8 60TOTAL
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Tabel 1.4   Rekapitulasi Asset (Tanah Bangunan) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 

 

Spesifikasi Nama Barang Lokasi 

Harga Satuan 
Perolehan Status Penggunaan 

Rp. 

Tanah Bangunan Rumah Negara 
Golongan II 

Jl. Thamrin No. 53 Palu 211.680.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Rumah Negara 
Golongan II 

Jl. Pulau Roti Kel. Gebangrejo Kab. Poso 81.280.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Rumah Negara 
Golongan III 

  100.000.000,00 UPT KPH BALANTAK 

Tanah Bangunan Gudang Desa Pelawa Baru Kec. Parigi tengah 
Kab. PARIMO 

108.405.200,00 UPTD. DOLAGO TANGGUNUNG 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Moh. Yamin Palu 1.502.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Magamu No. 90 Kel. Baru Kec. Baolan 
Kab. tolitoli 

60.233.529,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Ampibabo 52.500.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Magamu No. 88 Tolitoli 250.994.413,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Trans Sulawesi Km 310 Moutong 21.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Trans Sulawesi Km 225 Palasa Tangki 50.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Mayoa 21.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Nangka Bahontula Morowali 66.145.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Santa Maria Desa Beteleme 
Morowali 

26.250.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Toini Kabupaten Poso 27.300.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Wosu Bungku Barat Kabupaten 
Morowali 

31.500.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Popolii kec. walea kepulauan kab. 
tojounauna 

105.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Gintu Kec. Lore Selatan Kab. Poso 21.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa TONGKONUNUK Kec. Pagimana 
Kab. Luwuk (an.PEMDA) 

37.665.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Sakay Kec. Totikum Banggai 
Kepulauan 

37.800.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Salakan Kab. Banggai kepulauan 47.250.000,00 DINAS KEHUTANAN 
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Spesifikasi Nama Barang Lokasi 
Harga Satuan 

Perolehan Status Penggunaan 

Rp. 
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Bulagi Kab. Banggai kepulauan 21.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Bunga Kab. Banggai 35.752.400,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. G. Julu tumpu Luwuk Desa MANGKIO 
BARU (an.PEMDA) 

153.031.600,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Bonobogu Buol 21.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Negeri Lama Kec. Bokat Buol 18.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Lamadong Kec. Momunu Buol 21.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Bangkir Kabupaten Buol 58.470.587,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Toini Kabupaten Poso 2.673.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Tentena 14.832.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Tentena 714.717.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Taripa 8.660.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Sintuwu Lemba Kab. Poso 289.170.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Tagolu Kab. Poso 6.760.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Wuasa Kec. Lore Utara 6.636.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. P. Timor Poso 570.900.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Bunta Kabupaten Banggai 21.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa tolando kec. Batui Luwuk 75.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Lampa kabupaten Banggai 
Kepulauan 

21.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Bonebobakal Luwuk 20.685.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Baturube Kabupaten Morowali 
Utara 

50.715.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Wakai Kabupaten Tojo Unauna 25.830.000,00 DINAS KEHUTANAN 
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Spesifikasi Nama Barang Lokasi 

Harga Satuan 
Perolehan 

Status Penggunaan 
Rp. 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Trans Sulawesi 160 Desa Wawopada 
Morowali 

26.250.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Kel. Layana Baru Kec. Mantikulore 76.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Teluk Tomini Palu 175.500.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Sigimpu Kec. Palolo 12.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Palu Palolo Desa Sigimpu 12.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. S. Parman No. 9 Palu 13.850.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Tumora Jl. Trans Sulawesi 26.250.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Binangga Kec. Marowola 34.500.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Palu Bangga Desa Gumbasa 11.250.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Palu Palolo Desa Sigimpu 7.200.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Palu Sabang Desa Tambu 21.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Trans Sulawesi Sojol 26.250.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Ombo Kec. Sirenja 28.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Sioyong 22.500.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Balukang 26.250.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Toboli Parigi 38.400.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Trans Sulawesi km 150 Tada 12.500.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Bhayangkara No. 2 Tinombo 55.200.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Pramuka No. 6 Tinombo 78.750.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Tambu Kab. Donggala 94.990.000,00 DINAS KEHUTANAN 
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Spesifikasi Nama Barang Lokasi 
Harga Satuan 

Perolehan Status Penggunaan 

Rp. 
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Pelawa Baru Kab. Parigi Moutong 145.209.045,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Sidomakmur Kec. Moilong 101.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Salonsa Kec. Witaponda Kab. 
Morowali 

127.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah DESA LABUAN KEC. RATOLINDO KAB. 
TOJO UNAUNA 

681.600.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah DESA UEKULI KEC. TOJO 4.460.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah DESA TAMPANOMBO KEC. ULUBONGKA 642.600,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah DESA SIUNA KECAMATAN PAGIMANA 3.200.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah DESA SOBOL KECAMATAN LAMALA 5.400.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah DESA TANGGAWAS KECAMATAN 
BALANTAK 

4.590.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah DESA MENDUI KECAMATAN BUNGKU 
TENGAH 

175.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Bolano Kec.Bolano Kab.Parimo 14.250.000,00 UPTD KPH DAMPELAS 
TINOMBO 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Suli Indah Kec. Balinggi 20.550.000,00 UPTD. DOLAGO TANGGUNUNG 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Sausu Kec. Sausu 11.445.000,00 UPTD. DOLAGO TANGGUNUNG 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Toboli Kec. Parigi Utara 37.650.000,00 UPTD. DOLAGO TANGGUNUNG 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Pinotu Kec. Toribulu 9.765.000,00 UPTD. DOLAGO TANGGUNUNG 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Kelurahan Masigi Kec. Kasimbar 51.225.000,00 UPTD. DOLAGO TANGGUNUNG 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Donggulu Kec. Kasimbar 28.425.000,00 UPTD. DOLAGO TANGGUNUNG 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Uevolo Kec. Siniu 22.085.000,00 UPTD. DOLAGO TANGGUNUNG 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Sido Makmur Kec. Moilong Kab. 
Banggai 

110.182.000,00 UPTD. KPH TOILI BATURUE 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Paleleh Kec.Paleleh Kab.Buol 22.750.000,00 UPT KPH POGOGUL 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Kelurahan Leok 2 Kec. Biau 66.500.000,00 UPT KPH POGOGUL 
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Spesifikasi Nama Barang Lokasi 
Harga Satuan 

Perolehan Status Penggunaan 

Rp. 
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah DESA RANONONCU 677.760.000,00 UPT KPH SINTUWU MAROSO 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah DESA SAOJO 160.000.000,00 UPT KPH SINTUWU MAROSO 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah DESA MASAMBA 93.150.000,00 UPT KPH SINTUWU MAROSO 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Mayakeli 93.150.000,00 UPT KPH SINTUWU MAROSO 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Tambarana Kec. Poso Pesisir Utara 60.000.000,00 UPT KPH SINTUWU MAROSO 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Pasir Putih Kec.Pamona Selatan 
Kab.Poso 

11.020.000,00 UPT KPH SINTUWU MAROSO 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah DESA URUNDAKA 166.915.000,00 UPT KPH SIVIA PATUJU 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah DESA SABULIRA TOBA 7.500.000,00 UPT KPH SIVIA PATUJU 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah DESA MAROWO KEC. ULUBONGKA 7.500.000,00 UPT KPH SIVIA PATUJU 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Tatari Kec. Tojo Barat Kab. Tojo 
Unauna 

100.000.000,00 UPT KPH SIVIA PATUJU 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Sobol Baru Kec. Mantok 450.000.000,00 UPT KPH BALANTAK 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Urip Sumoharjo 25.000.000,00 UPT KPH BALANTAK 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Tikupon Kec. Bualemo 1.500.000,00 UPT KPH BALANTAK 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Karya Makmur Kec. Batui 14.910.000,00 UPT KPH BALANTAK 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Bolobungkang Kec. Lobu 6.630.000,00 UPT KPH BALANTAK 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Toima Kec. Bunta 11.640.000,00 UPT KPH BALANTAK 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Kalaka Kec. Bunta 17.190.000,00 UPT KPH BALANTAK 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Cemerlang Kec. Masama 28.530.000,00 UPT KPH BALANTAK 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Balaan Kec. Nuhon 20.190.000,00 UPT KPH BALANTAK 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah   25.000.000,00 UPT KPH BALANTAK 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Bahomohoni Kec. Bungku Tengah 544.064.000,00 UPT KPH TOPEASA MAROSO 
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Spesifikasi Nama Barang Lokasi 
Harga Satuan 

Perolehan Status Penggunaan 

Rp. 
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Bahoue Kec.Petasia Kab.Morowali 55.080.000,00 UPT KPH TOPEASA MAROSO 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Marsaoleh Kec.Bungku Tengah 
Kab.Morowali 

33.840.000,00 UPT KPH TOPEASA MAROSO 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Keurea Kec.Bahodopi 
Kab.Morowali 

185.040.000,00 UPT KPH TOPEASA MAROSO 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Lipulalongo Kec.Labobo 
Kab.Banggai Laut 

3.200.000,00 UPT KPH PULAU PELING 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Liang Kec. Liang 18.250.000,00 UPT KPH PULAU PELING 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Lokotoy Kec.Banggai Utara 
Kab.Banggai Laut 

8.125.000,00 UPT KPH PULAU PELING 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa TOBUNGKU Kec. Totikum Selatan 
Kab. Banggai Kepulauan 

15.000.000,00 UPT KPH PULAU PELING 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Sambulangan 15.000.000,00 UPT KPH PULAU PELING 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Beteleme 79.218.000,00 UPT KPH TOPEASA ROA 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Bahoue Kec.Petasia Kab.Morowali 
Utara 

55.080.000,00 UPT KPH TOPEASA ROA 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Pambarea Kab.Morut Kec.Mori 
Atas 

47.640.000,00 UPT KPH TOPEASA ROA 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Lembasada Kec. Banawa Selatan 8.120.000,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Nupa Bomba 16.765.000,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Watatu Kec. Banawa Selatan 155.470.000,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Malonas Kec. Dampelas 20.930.000,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Labean Kec. Balaesang 7.035.000,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa WATATU BANSEL 120.000.000,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Loli Tasiburi Kec.Banawa 
Kab.Donggala 

32.500.000,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Minti Makmur Kec.Rio Pakava 
Kab.Donggala 

43.715.000,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Namo Kec.Kulawi Kab.Sigi 3.345.600,00 UPT KPH KULAWI 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi 131.175.000,00 UPT KPH KULAWI 
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Spesifikasi Nama Barang Lokasi 
Harga Satuan 

Perolehan Status Penggunaan 

Rp. 
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Peana Kec. Kulawi 5.200.000,00 UPT KPH KULAWI 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Bolapapu Kec. Kulawi Kab Sigi 24.850.000,00 UPT KPH KULAWI 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Gimpu Kec. Kulawi Selatan Kab. 
Sigi 

5.550.000,00 UPT KPH KULAWI 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Sidondo I Kec Sigi Biromaru 
Kab.Sigi 

3.250.000,00 UPT KPH KULAWI 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Rarampadende 3.055.000,00 UPT KPH KULAWI 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Kelurahan Baru Kec. Baolan 192.915.000,00 UPT KPH GUNUNG DAKO 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Kel. Tambun Kec. Baolan 14.280.000,00 UPT KPH GUNUNG DAKO 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Malala Kec. Dondo 7.260.000,00 UPT KPH GUNUNG DAKO 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Sibea Kec. Lampasio 9.840.000,00 UPT KPH GUNUNG DAKO 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Tende Kec. Galang 4.900.000,00 UPT KPH GUNUNG DAKO 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Laulalang Kec. Toli-toli Utara 8.740.000,00 UPT KPH GUNUNG DAKO 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Kayulompa Kec. Basidondo 38.760.000,00 UPT KPH GUNUNG DAKO 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Desa Balaroa Kec. Dampal Utara Kab. 
Tolitoli 

29.910.100,00 UPT KPH GUNUNG DAKO 

Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara 
Jaga 

Desa Balingara Kec. Nuhon 100.000,00 UPT KPH BALANTAK 

Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara 
Jaga 

Desa Bubung Kec. Luwuk Selatan 100.000,00 UPT KPH BALANTAK 

Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara 
Jaga 

Desa Bunga Kec. Luwuk Utara 200.000,00 UPT KPH BALANTAK 

Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara 
Jaga 

Desa Basabunga Kec. Pagimana 800.000,00 UPT KPH BALANTAK 

Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara 
Jaga 

Desa Siuna Kec. Pagimana 1.000.000,00 UPT KPH BALANTAK 

Tanah Bangunan Tempat Kerja Lain-
Lain 

DESA URUNDAKA 60.640.000,00 UPT KPH SIVIA PATUJU 

Tanah Hutan Lindung Jl. Trans Sulawesi Kab. Banggai 5.265.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Tanah Untuk Taman Lain-lain Desa Ngatabaru 1.800.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Asset Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 
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Tabel 1.5  Rekapitulasi Asset (Gedung Bangunan) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 

Kode Barang Lokasi 
Nilai Perolehan 

Status Penggunaan 
Rp. 

Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan Jl.Pulau Roti Kota Posos 9.749.000,00 UPT KPH SINTUWU MAROSO 

Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan Desa Maku 69.987.500,00 UPT KPH KULAWI 

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Asset Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 

 

 

Tabel 1.6  Rekapitulasi Asset (Asset Tak Berwujud) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 

Nama Barang Jumlah Satuan 
Nilai Perolehan 

Status Penggunaan Keterangan 
Rp. 

Software 1 Paket 269.500.000,00 DINAS KEHUTANAN sofware GIS 

Software 1 Paket 4.500.000,00 
UPTD KPH DAMPELAS 
TINOMBO 

Hibah kementerian LHK No. 
S.229/Menlhk-
Setjen/Roum/KAP.3/2/2018 tanggal 
28 Pebruari 2018 

Software 1 Paket 4.500.000,00 
UPTD. DOLAGO 
TANGGUNUNG 

Hibah kementerian LHK No. 
S.229/Menlhk-
Setjen/Roum/KAP.3/2/2018 tanggal 
28 Pebruari 2018 

Software 1 Paket 4.500.000,00 UPTD. KPH TOILI BATURUE 

Hibah kementerian LHK No. 
S.229/Menlhk-
Setjen/Roum/KAP.3/2/2018 tanggal 
28 Pebruari 2018 

Software 1 Paket 4.500.000,00 UPT KPH POGOGUL 

Hibah kementerian LHK No. 
S.229/Menlhk-
Setjen/Roum/KAP.3/2/2018 tanggal 
28 Pebruari 2018 

Software 1 Paket 4.500.000,00 UPT KPH SINTUWU MAROSO 

Hibah kementerian LHK No. 
S.229/Menlhk-
Setjen/Roum/KAP.3/2/2018 tanggal 
28 Pebruari 2018 

Software 1 Paket 4.500.000,00 UPT KPH SIVIA PATUJU 

Hibah kementerian LHK No. 
S.229/Menlhk-
Setjen/Roum/KAP.3/2/2018 tanggal 
28 Pebruari 2018 

Software 1 Paket 4.500.000,00 UPT KPH BALANTAK 

Hibah kementerian LHK No. 
S.229/Menlhk-
Setjen/Roum/KAP.3/2/2018 tanggal 
28 Pebruari 2018 

Software 1 Paket 1.822.226,00 UPT KPH SINTUWU MAROSO 
Pembuatan Website KPH sesuai 
SP2D No.03005/SP2D-
LS/BPKAD/2019 tanggal 6 Mei 2019 

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Asset Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 
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Tabel 1.7  Rekapitulasi Asset (Gedung Bangunan Permanen)Dinas Kehutanan Prov. Sulteng 

Nama Barang Lokasi 
Nilai 

Perolehan(Rp) 
Status Penggunaan 

BANGUNAN GEDUNG KANTOR   27.613.995.566,00     

Bangunan Gedung Kantor Permanen Jl. Gn Julutumpu luwuk 555.090.400,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen Maleali Sausu 105.939.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen Jl. M. Yamin Palu 639.291.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen Toboli Parigi 211.785.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen Desa Kapopo Ngatabaru 781.206.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen 
Jl. Magamu No. 90 Kel. Baru 
Kab. Tolitoli 

160.800.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen 
Desa Negeri Lama Kec. 
Bokat 

113.175.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen Toili 213.989.400,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen 
Desa Malala Kec. 
Dondo/Tinabogan 

169.009.500,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen Rata Kec. Toili Barat 150.535.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen 
Desa Laulalang Kec. Tolitoli 
Utara 

171.677.880,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen   4.143.869.491,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen Jl. P. Timor Poso 1.124.910.462,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen Salakan 42.439.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen Banggai 13.100.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen Tahura 94.461.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen Desa Mapane Tambu 54.461.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen Jl. S. PARMAN 144.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen Desa Tambu 1.012.652.831,00 UPTD KPH DAMPELAS TINOMBO 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen Desa sioyong 209.922.000,00 UPTD KPH DAMPELAS TINOMBO 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen Desa Tinombo 184.800.000,00 UPTD KPH DAMPELAS TINOMBO 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen Desa Balukang 266.715.000,00 UPTD KPH DAMPELAS TINOMBO 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen Desa Mepanga 442.545.686,00 UPTD KPH DAMPELAS TINOMBO 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen DESA BALANO 383.611.519,00 UPTD KPH DAMPELAS TINOMBO 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen Kawasan Wisata Ngatabaru 111.965.000,00 
UPT TAMAN HUTAN RAYA 
SULAWESI TENGAH 

  

Bangunan Gedung Kantor Permanen kantor UPT KPH Dolago 31.000.000,00 UPTD. DOLAGO TANGGUNUNG 
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Nama Barang Lokasi 
Nilai Perolehan 

(Rp) 
Status Penggunaan 

Bangunan Gedung Kantor Permanen 
Kelurahan Layana 
Kecamatan Palu Timur 

146.378.000,00 UPTD. DOLAGO TANGGUNUNG 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen Jl. Trans Palu-Parigi 915.414.000,00 UPTD. DOLAGO TANGGUNUNG 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen - 234.461.900,00 UPTD. DOLAGO TANGGUNUNG 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen Desa Uevolo Kec. Siniu 403.094.703,00 UPTD. DOLAGO TANGGUNUNG 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen Desa Toili 882.730.828,00 UPTD. KPH TOILI BATURUE 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen Desa Negeri Lama 199.610.000,00 UPT KPH POGOGUL 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen KPH Pogogul 196.346.000,00 UPT KPH POGOGUL 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen KPH pogogul 192.153.800,00 UPT KPH POGOGUL 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen 
DESA RANONONCU KAB. 
POSO 

136.686.250,00 UPT KPH SINTUWU MAROSO 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen DESA MASAMBA 125.600.000,00 UPT KPH SINTUWU MAROSO 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen Desa tentena 264.105.000,00 UPT KPH SINTUWU MAROSO 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen DESA TAMBARANA 277.720.000,00 UPT KPH SINTUWU MAROSO 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen DESA TAMPANOMBO 33.800.000,00 UPT KPH SIVIA PATUJU 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen DESA UEKULI 34.893.000,00 UPT KPH SIVIA PATUJU 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen DESA URUNDAKA 773.356.459,00 UPT KPH SIVIA PATUJU 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen DESA SABULIRA TOBA 198.900.000,00 UPT KPH SIVIA PATUJU 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen DESA MAROWO 198.890.000,00 UPT KPH SIVIA PATUJU 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen 
DESA TATARI KECAMATAN 
TOJO BARAT 

225.900.000,00 UPT KPH SIVIA PATUJU 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen Kantor KPH Sivia Patuju 829.947.100,00 UPT KPH SIVIA PATUJU 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen 
Desa Labuan Kec.Ratolindo 
Jl. Tanjung Api No.105 

176.159.213,00 UPT KPH SIVIA PATUJU 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen Banggai 20.000.000,00 UPT KPH BALANTAK 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen Banggai 21.845.000,00 UPT KPH BALANTAK 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen Desa Bonebakal Kec.Lamala 767.732.000,00 UPT KPH BALANTAK 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen DESA BAHOMOHONI 724.922.893,00 UPT KPH TOPEASA MAROSO 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen DESA LOKOTOY 198.431.000,00 UPT KPH PULAU PELING 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen 
Desa Lampa Kab.Banggai 
laut 

369.347.000,00 UPT KPH PULAU PELING 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen 
KELURAHAN SALAKAN KEC. 
TINANGKUNG 

808.482.118,00 UPT KPH PULAU PELING 
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Nama Barang Lokasi 
Nilai Perolehan 

(Rp) 
Status Penggunaan 

Bangunan Gedung Kantor Permanen DESA MINTI MAKMUR 119.750.000,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen desa Loli Tasiburi 463.684.229,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen 
Desa Lembasada Kec. 
Banawa Selatan Kab. 
Donggala 

167.415.000,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen 
Desa Watatu Kec. Banawa 
Selatan 

868.822.500,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen Desa Bangga Kab.Sigi 326.702.000,00 UPT KPH KULAWI 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen Desa Basidondo 403.498.056,00 UPT KPH GUNUNG DAKO 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen 
DESA SIBEA KECAMATAN 
LAMPASIO 

430.240.737,00 UPT KPH GUNUNG DAKO 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen 
DESA BALAROA KEC. 
DAMPAL UTARA 

431.028.677,00 UPT KPH GUNUNG DAKO 
  

Bangunan Gedung Kantor Permanen KANTOR RESORT KPH 1,00 UPT KPH POGOGUL 
  

Bangunan Gedung Kantor Semi 
Permanen 

Baolan Tolitoli 29.600.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Kantor Semi 
Permanen 

UPT KPH Dampelas 
Tinombo 

230.000.000,00 UPTD KPH DAMPELAS TINOMBO 
  

Bangunan Gedung Kantor Semi 
Permanen 

Jl. S.Parman No.09 Palu 229.582.000,00 UPTD. DOLAGO TANGGUNUNG 
  

Bangunan Gedung Kantor Semi 
Permanen 

Parimo 1,00 UPTD. DOLAGO TANGGUNUNG 
  

Bangunan Gedung Kantor Lain-lain Jl. S. Parman No. 9 Palu 284.900.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Kantor Lain-lain Jl. S. Parman Palu 17.450.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Kantor Lain-lain Jln. S. Parman No 9 Palu 149.892.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Kantor Lain-lain Jl. S. Parman No. 9 Palu 635.578.813,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Kantor Lain-lain Desa Tambu 42.900.000,00 UPTD KPH DAMPELAS TINOMBO 
  

Bangunan Gedung Kantor Lain-lain Desa Mapane Tambu 15.850.000,00 UPTD KPH DAMPELAS TINOMBO 
  

Bangunan Gedung Kantor Lain-lain DESA TAMBU 27.230.000,00 UPTD KPH DAMPELAS TINOMBO 
  

Bangunan Gedung Kantor Lain-lain Desa Ngatabaru 69.726.000,00 
UPT TAMAN HUTAN RAYA 
SULAWESI TENGAH 

  

Bangunan Gedung Kantor Lain-lain Kawasan Wisata Ngatabaru 83.553.000,00 
UPT TAMAN HUTAN RAYA 
SULAWESI TENGAH 

  

Bangunan Gedung Kantor Lain-lain Wisata Ngatabaru Kapopo 90.780.000,00 
UPT TAMAN HUTAN RAYA 
SULAWESI TENGAH 

  

Bangunan Gedung Kantor Lain-lain Parimo 60.410.000,00 UPTD. DOLAGO TANGGUNUNG 
  

Bangunan Gedung Kantor Lain-lain DESA SINTUWU LEMBA 171.243.326,00 UPT KPH SINTUWU MAROSO 
  

Bangunan Gedung Kantor Lain-lain Desa Loli Tasiburi 49.770.000,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 
  

Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 
Desa Watatu Kec. Banawa 
Selatan Kab. Donggala 

149.456.500,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 
  

Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 
DESA WATATU KEC. 
BANAWA SELATAN 

129.294.900,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 
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Bangunan Gedung Kantor Lain-lain LOLI TASIBURI 27.817.500,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 
  

Bangunan Gedung Kantor Lain-lain LOLI TASIBURI 27.817.500,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 
  

Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 
DEsa Daenggune 
kec.Kinovaro 

29.850.000,00 UPT KPH KULAWI 
  

BANGUNAN GUDANG   1.299.443.800,00   
  

Bangunan Gudang Tertutup Permanen Jl. S. Parman No. 9 Palu 531.013.800,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gudang Tertutup Permanen Jl. S.Parman No. 9 Palu 88.800.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gudang Tertutup Permanen Jl. S. Parman Palu 89.741.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gudang Tertutup Permanen Kawasan Wisata Ngatabaru 75.900.000,00 
UPT TAMAN HUTAN RAYA 
SULAWESI TENGAH 

  

Bangunan Gudang Tertutup Permanen DESA UEMALINGKU 192.000.000,00 UPT KPH SIVIA PATUJU 
  

Bangunan Gudang Tertutup Semi 
Permanen 

DESA ONCONE RAYA KEC. 
TINOMBO SELATAN 

68.215.000,00 UPTD KPH DAMPELAS TINOMBO 
  

Bangunan Gudang Tertutup Semi 
Permanen 

Tambun Tolitoli 5.600.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gudang Tertutup Semi 
Permanen 

Desa Cemerlang 
Kec.Masamba 

4.100.000,00 UPT KPH BALANTAK 
  

Bangunan Gudang Terbuka Permanen JL. S.Parman No.09 Palu 74.409.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gudang Terbuka Permanen Desa Tambu 37.500.000,00 UPTD KPH DAMPELAS TINOMBO 
  

Bangunan Gudang Terbuka Permanen Desa Watatu Kab.Donggala 88.700.000,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 
  

Bangunan Gudang Terbuka Semi 
Permanen 

kantor UPT KPH Dolago 43.465.000,00 UPTD. DOLAGO TANGGUNUNG 
  

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT 
IBADAH 

  932.829.301,00   
  

Bangunan Gedung Tempat Ibadah 
Permanen 

Jl. S. Parman No. 9 Palu 307.072.100,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Tempat Ibadah 
Permanen 

Kawasan wisata Ngatabaru 476.255.000,00 
UPT TAMAN HUTAN RAYA 
SULAWESI TENGAH 

  

Bangunan Gedung Tempat Ibadah 
Permanen 

Desa Watatu Kec. Banawa 
Selatan Kab. Donggala 

149.502.200,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 
  

Bangunan Gedung Tempat Ibadah 
Permanen 

Jl.Magamu No.90 Kab.Toli2 1,00 UPT KPH GUNUNG DAKO 
  

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT 
PERTEMUAN 

  335.910.000,00   
  

Bangunan Gedung Pertemuan 
Permanen 

DESA LABUAN 59.875.000,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 
  

Bangunan Gedung Pertemuan 
Permanen 

Desa Labuan 59.875.000,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 
  

Bangunan Gedung Pertemuan Semi 
Permanen 

Kawasan Wisata Ngatabaru 216.160.000,00 
UPT TAMAN HUTAN RAYA 
SULAWESI TENGAH 

  

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT 
PENDIDIKAN 

  262.769.000,00   
  

Bangunan Gedung Pendidikan 
Permanen 

Jl. S. Parman No. 9 Palu 85.200.000,00 DINAS KEHUTANAN 
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Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain Desa Kapopo Ngatabaru 71.169.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH 
RAGA 

  1.676.183.335,00   
  

Gedung Olah Raga Tertutup Semi 
Permanen 

Jl.S.parman no.09 palu 575.723.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Olah Raga Terbuka 
Permanen 

Kawasan Wisata Ngatabaru 313.250.000,00 
UPT TAMAN HUTAN RAYA 
SULAWESI TENGAH 

  

Bangunan Olah Raga Terbuka 
Permanen 

Kawasan Wisata Ngatabaru 119.700.000,00 
UPT TAMAN HUTAN RAYA 
SULAWESI TENGAH 

  

Bangunan Olah Raga Terbuka 
Permanen 

DESA KAPOPO NGATABARU 317.910.335,00 
UPT TAMAN HUTAN RAYA 
SULAWESI TENGAH 

  

Bangunan Olah Raga Terbuka 
Permanen 

Desa daenggune 208.600.000,00 UPT KPH KULAWI 
  

Bangunan Olah Raga Terbuka Semi 
Permanen 

KPH Pogogul 141.000.000,00 UPT KPH POGOGUL 
  

BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS 
JAGA 

  1.068.165.704,00   
  

Gedung Pos Jaga Permanen Desa Kapopo Ngatabaru 11.790.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Gedung Pos Jaga Permanen Jln. S. Parman no 9 Palu 70.589.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Gedung Pos Jaga Permanen Desa Tumora 47.445.000,00 UPT KPH SINTUWU MAROSO 
  

Gedung Pos Jaga Permanen Banggai 72.500.000,00 UPT KPH BALANTAK 
  

Gedung Pos Jaga Permanen Banggai 10.500.000,00 UPT KPH BALANTAK 
  

Gedung Pos Jaga Permanen 
DESA TOBUNGKU KEC. 
TOTIKUM SELATAN 

135.806.000,00 UPT KPH PULAU PELING 
  

Gedung Pos Jaga Permanen 
DESA SAMBULANGAN KEC. 
BULAGI UTARA 

128.844.200,00 UPT KPH PULAU PELING 
  

Gedung Pos Jaga Permanen DESA LOLI TASIBURI 74.769.000,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 
  

Gedung Pos Jaga Permanen 
DESA SALUSUMPU KEC. 
BANAWA SELATAN 

100.325.500,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 
  

Gedung Pos Jaga Permanen Desa Tikupon Kec.Bualemo 4.100.000,00 UPT KPH BALANTAK 
  

Gedung Pos Jaga Permanen Desa Basabungan 5.100.000,00 UPT KPH BALANTAK 
  

Gedung Pos Jaga Permanen 
Desa Obo Balingara 
Kec.Nuhon 

6.300.000,00 UPT KPH BALANTAK 
  

Gedung Pos Jaga Permanen 
Desa Bubung Kec.Luwuk 
selatan 

5.700.000,00 UPT KPH BALANTAK 
  

Gedung Pos Jaga Permanen Desa Rarampadende 1,00 UPT KPH KULAWI 
  

Gedung Pos Jaga Permanen Desa Sidondo 1,00 UPT KPH KULAWI 
  

Gedung Pos Jaga Permanen   1,00 UPT KPH KULAWI 
  

Gedung Pos Jaga Permanen Desa Tende 1,00 UPT KPH GUNUNG DAKO 
  

Gedung Pos Jaga Semi Permanen DESA SAOJO 95.912.000,00 UPT KPH SINTUWU MAROSO 
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Gedung Pos Jaga Semi Permanen 
DESA UEBONE (POS 
PENYULUHAN) 

32.800.000,00 UPT KPH SIVIA PATUJU 
  

Gedung Pos Jaga Semi Permanen Banggai 94.925.000,00 UPT KPH BALANTAK 
  

Gedung Pos Jaga Darurat KPH POGOGUL 35.749.000,00 UPT KPH POGOGUL 
  

Gedung Menara Peninjau / Pos Jaga 
Lain - Lain 

Desa Ngatabaru (Kawasan 
Wisata Ngatabaru) 

102.111.000,00 
UPT TAMAN HUTAN RAYA 
SULAWESI TENGAH 

  

BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL   239.153.682,00   
  

Gedung Garasi/Pool Permanen Jl.S.Parman No 09 Plau 219.853.682,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Gedung Garasi/Pool Semi Permanen Jl. S. Parman No. 9 Palu 19.300.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

BANGUNAN 
PETERNAKAN/PERIKANAN 

  240.850.000,00   
  

Bangunan Untuk Kandang Desa Kapopo Ngatabaru 240.850.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA 
LAINNYA 

  2.211.676.771,00   
  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Permanen 

Jl. S. Parman Palu 245.828.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Permanen 

DESA TAMBU 39.938.000,00 UPTD KPH DAMPELAS TINOMBO 
  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Permanen 

Lokasi Wisata Kapopo 
Ngatabaru 

329.547.200,00 
UPT TAMAN HUTAN RAYA 
SULAWESI TENGAH 

  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Permanen 

Desa Watatu 99.780.000,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 
  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Permanen 

Lokasi sekitar hutan 
(Rambu Papan Tambahan 
Himbauan) 

6.500.000,00 UPT KPH SIVIA PATUJU 
  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Semi Permanen 

Desa Kapopo Ngatabaru 273.613.500,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Semi Permanen 

Desa Kapopo Ngatabaru 54.540.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Semi Permanen 

Desa Kapopo Ngatabaru 113.625.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Semi Permanen 

Desa Kapopo Ngatabaru 85.101.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Semi Permanen 

Kawasan Wisata Ngatabaru 279.673.850,00 
UPT TAMAN HUTAN RAYA 
SULAWESI TENGAH 

  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Semi Permanen 

Kantor UPT Toilibaturube 34.344.360,00 UPTD. KPH TOILI BATURUE 
  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Semi Permanen 

Jl. Magamu No.90 kab.Toli2 1,00 UPT KPH GUNUNG DAKO 
  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Lain - Lain 

Kawasan Wisata Ngatabaru 138.215.360,00 
UPT TAMAN HUTAN RAYA 
SULAWESI TENGAH 

  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Lain - Lain 

Jl.Moh Nyamin 59.173.000,00 
UPT TAMAN HUTAN RAYA 
SULAWESI TENGAH 

  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Lain - Lain 

Jl.Moh Nyamin 52.950.000,00 
UPT TAMAN HUTAN RAYA 
SULAWESI TENGAH 

  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Lain - Lain 

DESA KAPOPO NGATABARU 179.197.500,00 
UPT TAMAN HUTAN RAYA 
SULAWESI TENGAH 

  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Lain - Lain 

DESA KAPOPO NGATABARU 219.650.000,00 
UPT TAMAN HUTAN RAYA 
SULAWESI TENGAH 
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BANGUNAN GEDUNG PABRIK   1.812.551.004,00   
  

Bangunan Gedung Pabrik Permanen 
Kelurahan Layana Kec. 
Mantikulore 

192.187.490,00 UPTD. DOLAGO TANGGUNUNG 
  

Bangunan Gedung Pabrik Semi 
Permanen 

DESA SIBUALONG KEC. 
BALAESANG 

49.740.819,00 UPTD KPH DAMPELAS TINOMBO 
  

Bangunan Gedung Pabrik Semi 
Permanen 

DESA RERANG KEC. 
DAMPELAS 

68.270.000,00 UPTD KPH DAMPELAS TINOMBO 
  

Bangunan Gedung Pabrik Semi 
Permanen 

DESA ONCONE RAYA KEC. 
TINOMBO SELATAN 

90.990.000,00 UPTD KPH DAMPELAS TINOMBO 
  

Bangunan Gedung Pabrik Semi 
Permanen 

DESA ONCONE RAYA KEC. 
TINOMBO SELATAN 

194.012.300,00 UPTD KPH DAMPELAS TINOMBO 
  

Bangunan Gedung Pabrik Semi 
Permanen 

DESA AIR PANAS KEC. 
PARIGI BARAT 

53.332.800,00 UPTD. DOLAGO TANGGUNUNG 
  

Bangunan Gedung Pabrik Semi 
Permanen 

DESA SINIU KEC. SINIU 222.436.700,00 UPTD. DOLAGO TANGGUNUNG 
  

Bangunan Gedung Pabrik Semi 
Permanen 

KEC. TOILI BARAT 63.425.000,00 UPTD. KPH TOILI BATURUE 
  

Bangunan Gedung Pabrik Semi 
Permanen 

DESA SINTUWU LEMBA 577.502.400,00 UPT KPH SINTUWU MAROSO 
  

Bangunan Gedung Pabrik Darurat 
DESA MENDAAN KEC. 
KARAMAT 

90.045.455,00 UPT KPH POGOGUL 
  

Bangunan Gedung Pabrik Lain - Lain 
DESA MALITU KEC. POSO 
PESISIR SELATAN 

81.314.020,00 UPT KPH SINTUWU MAROSO 
  

Bangunan Gedung Pabrik Lain - Lain 
KELURAHAN MAPANE KEC. 
POSO PESISIR 

81.314.020,00 UPT KPH SINTUWU MAROSO 
  

Bangunan Gedung Pabrik Lain - Lain Ampana 47.980.000,00 UPT KPH SIVIA PATUJU 
  

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA 
LAINNYA 

  3.235.292.533,00   
  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Lain-lain 

Jl. Magamu No. 90 Kel. Baru 
Kab. Tolitoli 

11.900.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Lain-lain 

Desa Kapopo Ngatabaru 703.050.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Lain-lain 

Jl. S. Parman No. 9 Palu 149.647.793,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Lain-lain 

Jl. S. Parman No. 9 palu 214.401.658,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Lain-lain 

PPN Ngatabaru (lokasi 
Wisata Ngatabaru) 

136.087.160,00 
UPT TAMAN HUTAN RAYA 
SULAWESI TENGAH 

  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Lain-lain 

Jl.Moh Yamin (UPT Tahura) 267.094.840,00 
UPT TAMAN HUTAN RAYA 
SULAWESI TENGAH 

  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Lain-lain 

Kawasan Wisata Ngatabaru 208.665.000,00 
UPT TAMAN HUTAN RAYA 
SULAWESI TENGAH 

  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Lain-lain 

Jl.Moh Nyamin 173.535.000,00 
UPT TAMAN HUTAN RAYA 
SULAWESI TENGAH 

  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Lain-lain 

Kawasan Wisata Ngatabaru 49.195.630,00 
UPT TAMAN HUTAN RAYA 
SULAWESI TENGAH 

  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Lain-lain 

Jl. Trans Palu Toboli 176.284.000,00 UPTD. DOLAGO TANGGUNUNG 
  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Lain-lain 

kantor UPT KPH Dolago 130.591.000,00 UPTD. DOLAGO TANGGUNUNG 
  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Lain-lain 

Desa Penau 97.443.000,00 UPTD. DOLAGO TANGGUNUNG 
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Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Lain-lain 

ESA SIDOMAKMUR KEC. 
TOILI 

211.449.451,00 UPTD. KPH TOILI BATURUE 
  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Lain-lain 

UPT KPH sintuwu maroso 228.103.000,00 UPT KPH SINTUWU MAROSO 
  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Lain-lain 

DESA URUNDAKA 178.550.000,00 UPT KPH SIVIA PATUJU 
  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Lain-lain 

Desa Watatu Kab.Donggala 229.620.000,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 
  

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Lain-lain 

KPH pogogul 1,00 UPT KPH POGOGUL 
  

RUMAH NEGARA GOLONGAN II   5.509.908.185,00   
  

Rumah Negara Golongan II Tipe A 
Permanen 

Jl. S.Parman No.09 Palu 865.891.185,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Rumah Negara Golongan II Tipe A 
Permanen 

  192.659.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Rumah Negara Golongan II Tipe A 
Permanen 

Jl.Trans Palu poso 229.752.000,00 UPTD. DOLAGO TANGGUNUNG 
  

Rumah Negara Golongan II Tipe A 
Permanen 

Desa Karya makmur Kec 
Toili baturube 

227.879.000,00 UPTD. KPH TOILI BATURUE 
  

Rumah Negara Golongan II Tipe E 
Permanen 

Jl. S. Parman Palu 690.077.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Rumah Negara Golongan II Tipe E 
Permanen 

Jl. S. Parman Palu 427.702.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Rumah Negara Golongan II Tipe E 
Permanen 

Jl. S. Parman Palu 558.614.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Rumah Negara Golongan II Tipe E 
Permanen 

Jl. S. Parman Palu 91.900.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Rumah Negara Golongan II Tipe E 
Permanen 

Jl. S. Parman Palu 179.588.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Rumah Negara Golongan II Tipe E 
Permanen 

Jl. Thamrin Palu 118.200.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Rumah Negara Golongan II Tipe E 
Permanen 

Jl. Prof. Moh. Yamin Palu 244.390.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Rumah Negara Golongan II Tipe E 
Permanen 

Desa Tentena 132.507.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Rumah Negara Golongan II Tipe E 
Permanen 

Jl.S.parman no.09 palu 828.949.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Rumah Negara Golongan II Tipe E 
Permanen 

Jl.S.parman No.09 Palu 163.348.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Rumah Negara Golongan II Tipe E 
Permanen 

- 558.452.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

RUMAH NEGARA GOLONGAN III   333.463.781,00   
  

Rumah Negara Golongan III Tipe A 
Permanen 

Ampibabo 20.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Rumah Negara Golongan III Tipe A 
Permanen 

Jl. Zebra IV Palu 49.205.556,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Rumah Negara Golongan III Tipe A 
Permanen 

Jl. Zebra IV Palu 49.205.556,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Rumah Negara Golongan III Tipe A 
Permanen 

Jl. Zebra IV Palu 49.205.556,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Rumah Negara Golongan III Tipe A 
Permanen 

Jl. Zebra IV Palu 49.205.556,00 DINAS KEHUTANAN 
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Rumah Negara Golongan III Tipe E Semi 
Permanen 

Tinombo 50.900.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Rumah Negara Golongan III Tipe E Lain 
- Lain 

Desa Kapopo Ngatabaru 16.536.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Rumah Negara Golongan III Tipe E Lain 
- Lain 

Jl. Magamu No.90 Kab.Toli-
toli 

1,00 UPT KPH GUNUNG DAKO 
  

MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT 
PERISTIRAHATAN 

  1.699.859.096,00   
  

Mess/Wisma/Bungalow/Tempat 
Peristirahatan Permanen 

Jl. Zebra IV Palu 310.929.397,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Mess/Wisma/Bungalow/Tempat 
Peristirahatan Permanen 

Desa Tambu 493.505.000,00 UPTD KPH DAMPELAS TINOMBO 
  

Mess/Wisma/Bungalow/Tempat 
Peristirahatan Permanen 

Desa Watatu Kec. Banawa 
Selatan Kab. Donggala 

198.932.000,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 
  

Mess/Wisma/Bungalow/Tempat 
Peristirahatan Semi Permanen 

Desa Kapopo Ngatabaru 389.358.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Mess/Wisma/Bungalow/Tempat 
Peristirahatan Semi Permanen 

Desa Kapopo Ngatabaru 227.754.699,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Mess/Wisma/Bungalow/Tempat 
Peristirahatan Semi Permanen 

Desa Kapopo Ngatabaru 79.380.000,00 DINAS KEHUTANAN 
  

CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI 
LAINNYA 

  40.000.000,00   

  

Monomen/Bangunan Bersejarah Lain-
lain 

Lokasi di dalam Hutan 40.000.000,00 UPT KPH SINTUWU MAROSO 
  

PAGAR   826.488.964,00   
  

Pagar Permanen Jl.S.parman no.09 palu 457.139.500,00 DINAS KEHUTANAN 
  

Pagar Permanen 
Jl. G. Julu tumpu Luwuk 
Desa MANGKIO BARU 
(Kantor UPT KPH Balantak) 

150.043.962,00 UPT KPH BALANTAK 

  

Pagar Permanen 
Desa Watatu Kec. Banawa 
Selatan Kab. Donggala 

219.305.502,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 

  

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Asset Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 
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Tabel 1.8  Rekapitulasi Asset (Asset Tetap jalan, Irigasi dan Jaringan) Dinas Kehutanan Provinsi 

Sulawesi Tengah 

Spesifikasi Nama Barang Lokasi Nilai Perolehan (Rp) Status Penggunaan 

Jalan Khusus Lainnya  JL.S.PARMAN PALU 39.200.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Jalan Khusus Lainnya  
PPN Ngatabaru 
/UPTD Tahura 

94.556.700,00 DINAS KEHUTANAN 

Jalan Khusus Lainnya  JL.MOH.YAMIN PALU 5.900.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Jalan Khusus Lainnya  Tahura 40.524.300,00 DINAS KEHUTANAN 

Jalan Khusus Lainnya  JLN.S.PARMAN PALU 483.430.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Jalan Khusus Lainnya  UPTD TAHURA 140.819.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Jalan Khusus Lainnya    232.493.500,00 
UPT TAMAN HUTAN RAYA SULAWESI 
TENGAH 

Jalan Khusus Lainnya  - 128.713.000,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 

Jalan Khusus Lain - Lain  - 76.600.000,00 UPT KPH KULAWI 

Bangunan Pengeluaran/Pintu    159.582.000,00 
UPT TAMAN HUTAN RAYA SULAWESI 
TENGAH 

Bangunan Pengeluaran/Pintu    163.575.000,00 UPTD KPH DAMPELAS TINOMBO 

Bangunan Pengeluaran/Pintu    107.100.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Bangunan Pengeluaran/Pintu    89.905.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Bangunan Pengeluaran/Pintu    378.947.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Bangunan Pengeluaran/Pintu    45.900.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Bangunan Pengeluaran/Pintu    3.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Bangunan Pengeluaran/Pintu    7.500.000,00 UPT KPH GUNUNG DAKO 

Bangunan Pengeluaran/Pintu    79.758.500,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 

Bangunan Pelengkap Irigasi Lainnya    199.058.000,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 

Bangunan Pembawa Pengaman 
Pantai  

  94.354.000,00 UPTD. KPH TOILI BATURUE 

Bangunan Pembawa Pengaman 
Pantai  

- 178.554.000,00 UPTD. KPH TOILI BATURUE 

Bangunan Pembawa Pengaman 
Pantai  

- 70.840.000,00 UPTD. KPH TOILI BATURUE 
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Bangunan Pembawa Pengaman 
Pantai  

- 59.197.000,00 UPTD. KPH TOILI BATURUE 

Bangunan Pembawa Pengaman 
Pantai  

- 173.850.000,00 UPTD. KPH TOILI BATURUE 

Bangunan Pembawa Pengaman 
Pantai  

DESA LUMBE 
KECAMATAN NAMBO 
KAB. BANGGAI 

24.000.000,00 UPTD. KPH TOILI BATURUE 

Bangunan Pemecah Gelombang  Desa Ngatabaru 164.850.000,00 
UPT TAMAN HUTAN RAYA SULAWESI 
TENGAH 

Bangunan Pemecah Gelombang  Desa Kawatuna 164.930.500,00 
UPT TAMAN HUTAN RAYA SULAWESI 
TENGAH 

Bangunan Pemecah Gelombang  - 92.880.000,00 UPT KPH PULAU PELING 

Bangunan Pengambilan Air 
Bersih/Air Baku Lain - Lain  

DESA WATATU KEC. 
BANAWA SELATAN 

62.442.000,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 

Saluran Pembawa Air Baku Lain - 
Lain  

- 42.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Bangunan Air Bersih/Air Baku 
Lainnya  

Lokasi PPN Tahura 185.382.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Bangunan Air Bersih/Air Baku 
Lainnya  

- 2.500.000,00 UPT KPH TOPEASA MAROSO 

Saluran Pengumpul Air Hujan  - 124.722.358,00 DINAS KEHUTANAN 

Saluran Pembuang Air Buangan Air 
Pertanian  

- 169.595.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Saluran Pembuang Air Buangan Air 
Pertanian  

- 48.325.000,00 UPT KPH SINTUWU MAROSO 

Saluran Pembuang Air Buangan Air 
Pertanian  

- 169.453.000,00 UPT KPH BANAWA LALUNDU 

Instalasi Air Sumber / Mata Air 
Kapasitas Kecil  

Desa Beteleme 4.999.500,00 UPT KPH TOPEASA ROA 

Instalasi Air Tanah Dangkal 
Kapasitas Kecil  

Jln. S. Parman 151.164.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Instalasi Air Tanah Dangkal 
Kapasitas Kecil  

Jln. S. Parman No. 9 
Palu 

6.457.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Instalasi Air Tanah Dangkal 
Kapasitas Kecil  

Jln. S. Parman No 9 
Palu 

29.950.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Jaringan Rumah Tangga (JARUT)  Desa Mayoa 3.727.000,00 UPT KPH SINTUWU MAROSO 

Jaringan Rumah Tangga (JARUT)  
Jl. P. Timor (Kantor 
KPH) 

3.727.000,00 UPT KPH SINTUWU MAROSO 
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Spesifikasi Nama Barang Lokasi Nilai Perolehan (Rp) Status Penggunaan 

Instalasi PLTM Kapasitas Sedang    89.906.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Instalasi PLTM Kapasitas Sedang    101.850.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Instalasi Pembangkit Listrik Lain-lain  
Desa Beteleme 
Kompleks Kantor KPH 

7.499.250,00 UPT KPH TOPEASA ROA 

Instalasi Gardu Listrik Induk 
Kapasitas Sedang  

  79.247.000,00 
UPT TAMAN HUTAN RAYA SULAWESI 
TENGAH 

Instalasi Gardu Listrik 
Distribusi Kapasitas Kecil  

  40.000.000,00 UPTD. DOLAGO TANGGUNUNG 

Instalasi Gardu Listrik Distribusi 
Kapasitas Sedang  

Desa Sintuwulemba 88.792.000,00 UPT KPH SINTUWU MAROSO 

Instalasi Gardu Listrik Distribusi 
Kapasitas Sedang  

UPTD KPH Dampelas 
Tinombo 

29.890.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain 
- Lain  

Desa Beteleme 7.500.000,00 UPT KPH TOPEASA ROA 

Instalasi Pusat Pengatur Listrik 
Kapasitas Kecil  

- 4.369.272,00 UPTD KPH DAMPELAS TINOMBO 

Instalasi Pusat Pengatur Listrik 
Kapasitas Lain - Lain  

  189.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Instalasi Pusat Pengatur Listrik 
Kapasitas Lain - Lain  

DESA MAKU 10.500.000,00 UPT KPH KULAWI 

Instalasi Pusat Pengatur Listrik 
Kapasitas Lain - Lain  

  3.500.000,00 UPT KPH GUNUNG DAKO 

Instalasi Pusat Pengatur Listrik 
Kapasitas Lain - Lain  

  3.500.000,00 UPT KPH GUNUNG DAKO 

Instalasi Pusat Pengatur Listrik 
Kapasitas Lain - Lain  

  3.500.000,00 UPT KPH GUNUNG DAKO 

Jaringan Pembawa Kapasitas 
Sedang  

UPTD KPH Dampelas 
Tinombo 

2.500.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Jaringan Pembawa Kapasitas 
Sedang  

- 12.035.000,00 
UPT TAMAN HUTAN RAYA SULAWESI 
TENGAH 

Jaringan Induk Distribusi Kapasitas 
Sedang  

Jl.S.Parman Palu 5.000.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas 
Sedang  

Desa Kawatuna/UPTD 
Tahura 

149.823.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 
300 KVA  

  6.435.000,00 UPTD KPH DAMPELAS TINOMBO 

Jaringan Transmisi Tegangan Lain - 
Lain  

Jl. S. Parman 117.287.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 
20 KVA  

Desa Pelawa Baru 2.950.000,00 UPTD. DOLAGO TANGGUNUNG 

Jaringan Distribusi Tegangan Lain - 
Lain  

Desa Sibado 44.925.000,00 DINAS KEHUTANAN 

Jaringan Pipa Distribusi Tekanan 
Lain - Lain  

PPN Ngatabaru 387.627.000,00 
UPT TAMAN HUTAN RAYA SULAWESI 
TENGAH 

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Asset Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 
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1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan 

 

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah  dan  Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi serta sesuai Peraturan 

Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016, maka uraian tugas, fungsi dan 

tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami perubahan.  

Adapun tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi 

Sulawesi Tengah berdasarkan  Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dan 

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 78 Tahun 2016  adalah sebagai 

berikut : 

1.2.1 Tugas 

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas 

membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas 

Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. 

1.2.2  Fungsi 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi 

Sulawesi Tengah mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan di bidang bidang sarana dan pengolahan hasil 

Kehutanan, produksi dan perlindungan  tanaman Kehutanan, 

Pengelolaan DAS dan RHL; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan pengolahan hasil 

Kehutanan, produksi dan perlindungan  tanaman Kehutanan, 

Pengelolaan DAS dan RHL; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan pengolahan 

hasil Kehutanan, produksi dan perlindungan  tanaman Kehutanan, 

Pengelolaan DAS dan RHL; 

d. Pelaksanaan administrasi dinas kehutanan; dan 
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e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

1.2.3 Struktur Organisasi 

 Susunan Organisasi Dinas  Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri 

dari : 

a.  Kepala Dinas 

 Kepala Dinas Kehutanan mempunyai tugas melakukan pembinaan 

teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta merumuskan 

kebijakan teknis penyelenggaraan tugas desentralisasi, dekonsentrasi 

dan tugas pembantuan dibidang kehutanan. Untuk menyelenggarakan 

tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi : 

1) Melaksanakan pembinaan teknis dan penyelenggaraan di bidang 

kehutanan. 

2) Melaksanakan pengkoordinasian terhadap penyelenggaraan tugas 

di bidang kehutanan. 

3) Melaksanakan pengendalian atas penyelenggaraan program di 

bidang kehutanan. 

b.  Sekretariat 

 Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi 

meliputi Perencanaan Program, Keuangan dan Asset serta 

Kepegawaian dan Umum di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi 

Sulawesi Tengah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat 

mempunyai fungsi : 

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan 

administrasi keuangan, asset, kepegawaian dan umum; 

2) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, 

pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian dan umum;  
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3) Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan 

administrasi keuangan, asset serta kepegawaian, rumah tangga dan 

umum; 

4) Pelaksanaan urusan penyusuna rencana pengelolaan keuangan, 

asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum; 

5) Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan 

pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan 

umum; 

6) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan 

kesekretariatan;  

7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Sekretariat, membawahi : 

a) Sub Bagian Perencanaan Program  

b) Sub Bagian Keuangan dan Asset  

c) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

 

c. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan 

 Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan mempunyai 

tugas  penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, 

evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Perencanaan 

dan Tata Hutan, Pemanfaatan dan Penggunaan kawasan Hutan, dan 

Pengolahan, Pemasaran dan PNBP; 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang 

Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan, mempunyai fungsi: 

1) Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan 

evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan 

rencana pengelolaan di KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) 

Provinsi; 
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2) Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan 

evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan 

kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan 

KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi; 

3) Penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi 

dan neraca sumber daya hutan provinsi;  

4) Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan 

pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa 

lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, 

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu,pemungutan hasil hutan kayu, 

pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di 

wilayah Provinsi; 

5) Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan 

pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa 

lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, 

pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada 

Hutan Lindung di wilayah Provinsi; 

6) Pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha 

pemanfaatan hasi hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah 

Provinsi; 

7) Pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, 

perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan pengunaan 

serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi; 

8) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan 

teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan 

hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah 

Provinsi; 

9) Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian 

penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, 

dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi;  
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10) Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian 

industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin 

perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu; 

11) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan 

bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Tata Hutan & 

Pemanfaatan Kawasan Hutan;dan 

12) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahi : 

a) Seksi Perencanaan dan Tata Hutan 

b) Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan 

c) Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP 

d. Bidang Perlindungan dan KSDAE 

 Bidang Perlindungan dan KSDAE mempunyai tugas  penyiapan 

bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta 

pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pengendalian Kerusakan 

Dan Pengamanan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan,dan 

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. 

 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang 

Perlindungan dan KSDAE, mempunyai fungsi: 

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan Pengendalian 

Kerusakan Dan Pengamanan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan 

Lahan, dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; 

2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan 

pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, 

pengamanan hutan dan penegakan hukum, dan pengendalian 

kebakaran hutan dan lahan bidang kehutanan di wilayah Provinsi; 

3) Penyiapan bahan pengkoordinasian urusan Pengendalian 

Kerusakan Dan Pengamanan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan 
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Lahan,dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan 

pihak dan unit terkait; 

4) Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi 

perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari 

TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota sesuai Rencana 

Pengelolaan Tahura; 

5) Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi 

Pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan 

satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) 

CITES; 

6) Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi 

pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah 

penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, 

pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan 

bernilai ekosistem penting di Provinsi. 

7) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Pengendalian 

Kerusakan Dan Pengamanan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan 

Lahan,dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;  

8) Penyiapanbahan dan data serta menyusun dan menyampaikan 

bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Perlindungan dan 

KSDAE; dan 

9) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Perlindungan dan KSDAE, membawahi : 

a) Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan 

b) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 

c) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) 
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e. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi 

Hutan dan Lahan 

 Bidang Pengelolaan DAS dan RHL melaksanakan fungsi : 

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan Pengelolaan 

DAS, Rehabilitasi Hutan  dan Lahan, dan Perbenihan Tanaman 

Hutan; 

2) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi 

dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan 

forum pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS 

di wilayah Provinsi; 

3) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi 

dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, 

mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan 

teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di 

wilayah Provinsi;   

4) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi 

dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya 

genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman 

hutan dalam wilayah Provinsi pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan tugas urusan Pengelolaan DAS, Rehabilitasi 

Hutan  dan Lahan, dan Perbenihan Tanaman Hutan;  

5) pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Pengelolaan 

DAS, Rehabilitasi Hutan  dan Lahan, dan Perbenihan Tanaman 

Hutan;  

6) penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan 

bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan DAS dan 

RHL; dan  

7) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Bidang Pengelolaan DAS dan RHL, membawahi : 

a) Seksi Pengelolaan DAS  

b) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan 

c) Seksi Perbenihan Tanaman Hutan 

f. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat 

 Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat 

mempunyai tugas  melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan 

terhadap penyelenggaraan Fungsi Penyuluhan, Pemberdayaan 

Masyarakat, dan Hutan Adat. 

 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang 

Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat, mempunyai 

fungsi: 

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan Penyuluhan, 

Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat; 

2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis urusan Penyuluhan, 

Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat; 

3) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi 

dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani 

hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan 

kehutanan dalam Provinsi; 

4) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi 

dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi : hutan 

Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan 

kemitraan dalam wilayah Provinsi;  

5) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi 

dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, dan kawasan 

hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam wilayah Provinsi; 

6) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas urusan 

Penyuluhan, sarana dan prasarana Penyuluhan, Pemberdayaan 
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Masyarakat, dan Hutan Adat, dan pengolahan dan pemasaran hasil 

Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat;  

7) Penyiapanbahan dan data serta menyusun dan menyampaikan 

bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Penyuluhan, 

Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat;dan 

8) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat, 

membawahi  : 

a) Seksi Penyuluhan  

b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

c) Seksi Hutan Adat 

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Hutan Raya (Tahura) 

 UPT Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah (TAHURA) mempunyai 

tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis 

penunjang Dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Sulawesi 

Tengah (TAHURA).  

 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud UPT 

Taman Hutan Raya (TAHURA) mempunyai fungsi: 

1) Pelaksanaan inventarisasi potensi, tata kawasan TAHURA; 

2) Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan TAHURA; 

3) Pelaksanaan perlindungan, pengamanan, dan pengendalian 

kebakaran hutan dan lahan kawasan TAHURA; 

4) Pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta 

habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional 

di kawasan TAHURA; 

5) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan 

pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam 

pada kawasan TAHURA; 

6) Pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga TAHURA; 
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7) Pelaksanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan 

TAHURA; 

8) Pelaksanaa penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam 

dan sekitar kawasan TAHURA; 

9) Pelaksanaan penerimaan PNBP dalam pemanfaatan SDH di 

kawasan TAHURA; 

10) Pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan 

TAHURA. 

11) penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan 

bahan laporan pelaksanaan tugas;  

12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

UPTD Taman Hutan Raya membawahi  : 

a) Sub Bagian Tata Usaha  

b) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan 

c) Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat 

d) Kelompok Jabatan Fungsional (jika ada), yang melaksanakan tugas : 

- Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan 

hukum pada kawasan Tahura 

- Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan 

pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Tahura 

- Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian 

tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan Tahura. 

 

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 

 UPT KPH terdiri dari 13 (tiga belas) unit KPH, yaitu: 

1) KPH Dampelas Tinombo adalah menyelenggarakan Tata Kelola 

Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit 

IV dan III di Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong; 

2) UPT KPH Toili  Baturube adalah menyelenggarakan Tata Kelola 

Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit 
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XIX di Kabupaten Banggai, Kabupaten Tojo Unauna, dan 

Kabupaten Morowali Utara; 

3) UPT KPH Dolago Tanggunung adalah menyelenggarakan Tata 

Kelola Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) 

Unit VI, IX dan V di Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, 

Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, dan Kota Palu; 

4) UPT KPH Pogogul adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan 

berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit I di 

Kabupaten Buol, dan Kabupaten Tolitoli; 

5) UPT KPH Sintuwu Maroso adalah adalah menyelenggarakan Tata 

Kelola Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) 

Unit XII,X,XI di Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, dan 

Kabupaten Sigi; 

6) UPT KPH Sivia Patuju adalah menyelenggarakan Tata Kelola 

Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit 

XVII dan XVI di Kabupaten Tojo Una Una, Kabupaten Poso, dan 

Kabupaten Banggai; 

7) UPT KPH Balantak adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan 

berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit XX dan 

XVIII di Kabupaten Banggai; 

8) UPT KPH Topeasa Maroso adalah menyelenggarakan Tata Kelola 

Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit 

XIV di Kabupaten Morowali; 

9) UPT KPH Pulau Peling adalah menyelenggarakan Tata Kelola 

Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit 

XXI di Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai 

Laut; 

10) UPT KPH Topeasa Roa adalah menyelenggarakan Tata Kelola 

Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit 

XIII dan XV di Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Morowali, 

Tojo Unauna, dan Kabupaten Poso; 
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11) UPT KPH Banawa Lalundu adalah menyelenggarakan Tata Kelola 

Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit 

VII di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu; 

12) UPT KPH Kulawi adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan 

berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit VIII di 

Kabupaten Sigi, Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten 

Poso; 

13) UPT KPH Gunung Dako adalah menyelenggarakan Tata Kelola 

Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Unit 

II  di Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Parigi 

Moutong; 

 UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan tugas penunjang operasional pengelolaan hutan di 

wilayah kerja KPH dan tugas administrasi kehutanan guna percepatan 

efesiensi pelanyanan publik bidang kehutanan yang berada di luar 

kawasan. 

 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud UPT 

Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai fungsi: 

1) Pelaksanaan tata hutan pada wilayah KPH; 

2) Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH; 

3) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan 

di wilayah KPH; 

4) Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH; 

5) Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan 

penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di 

wilayah KPH; 

6) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian 

dan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan di wilayah 

KPH; 
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7) Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan hutan KPH; 

8) Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam 

pengelolaan hutan  serta pengembangan dan pengelolaan sistem 

informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH; 

9) Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam 

pengelolaan hutan; 

10) Pelaksanaan pelayanan, pemantauan, penilaian dan pengawasan 

administrasi dalam urusan bidang kehutanan pada wilayah 

kerjanya guna mendukung percepatan dan efisiensi pelayanan 

publik; 

11) Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan pada 

UPT;  

12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan membawahi  : 

a) Sub Bagian Tata Usaha 

b) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan 

c) Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat 

d) Kelompok Jabatan Fungsional (jika ada), yang melaksanakan tugas : 

- Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan 

penegakan hukum pada kawasan unit KPH. 

- Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan 

pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan 

unit KPH. 

- Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian 

tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan hutan unit 

KPH. 

- Resort, mempunyai tugas membantu Kepala KPH dalam 

melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan 

hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta kelancaran 

pekerjaan teknis dalam wilayah kerjanya. 
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Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah tersaji secara 

rinci pada Gambar 1.1. 

Gambar 1.1  Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi  Tengah 
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1.3 Isu-isu Strategis / Permasalahan 

 

Isu strategis merupakan salah  satu  pengayaan  analisis lingkungan 

eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta 

permasalahan  yang  masih  dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau 

hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan 

karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. 

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak 

diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam 

hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. 

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta 

dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta 

melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih,  Renstra 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Dinas Kehutanan 

Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan 

harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta 

kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. 

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD 

senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna 

layanan. Oleh eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak 

boleh diabaikan. 

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan adalah 

kondisi atau hal yang harus  diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan 

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. 

Karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan 

kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah  keadaan yang apabila tidak 

diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam 

hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan 

kepada masyarakat dalam jangka panjang. 
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Suatu isu strategis bagi Dinas Kehutanan diperoleh baik berasal dari analisis 

internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal 

berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kehutanan di 

masa lima tahun mendatang. 

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan 

tugas dan fungsi ini adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 1.9 sebagai berikut : 

 
 

Tabel 1.9 Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis  Bidang Kehutanan Tahun 

2025-2029 

No. Urusan 

Pemerintahan 

Permasalahan Isu Strategis 

 Kehutanan 1. Belum maksimalnya kelestarian fungsi ekosistem 

dalam pembangunan berkelanjutan 

-    Keberlanjutan pembangunan menghadapi 

tantangan perusakan dan penipisan sumber daya alam, 

khususnya sumber daya hutan dan air. 

Isu Lingkungan berkaitan dengan 

kelestarian fungsi ekosistem dalam 
pembangunan berkelanjutan, terdiri atas 
: kerusakan lingkungan dan 

keanekaragaman hayati 

 
- Tutupan hutan yang semakin berkurang dapat 

menyebabkan perubahan iklim dan penyusutan luas 

habitat spesies langka. 

 

 
- Masih terjadinya deforestasi hutan dan lahan 

 

 
- Masih rendahnya capaian realisasi luasan RHL, 

reforestasi hutan dan lahan, restorasi lahan 

gambut/RHL mangrove dan kegiatan penanaman 

lainnya 

 

 2. Menurunnya persentase kontribusi Sumber Daya Hutan 

dan Lingkungan Hidup terhadap perekonomian 

- Manfaat ekonomi hutan yang bersumber dari Hasil 

Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan 

(JASLING) belum dikembangkan dengan maksimal 

- Adanya ketimpangan suplai demand bahan baku hasil 

hutan kayu pada industri kehutanan 

 

3. Belum tercapainya target akses kelola  dan distribusi 

manfaat hutan untuk kesejahteraan masyarakat 

- Belum seluruh kawasan hutan ditetapkan statusnya 

secara actual dan diakui oleh  para pihak 

 

- Akses kelola dan distribusi manfaat hutan yang 

Isu Ekonomi berkaitan  dengan kontribusi 

sumber daya hutan terhadap perekonomian, 

terdiri atas : peningkatan pemanfaatan HHBK 

dan Jasa Lingkungan serta peningkatan 

produktivitas hutan 

  

Isu Sosial berkaitan dengan 

kesejahteraan masyarakat berbasis sumber 

daya hutan terdiri atas : Optimalisasi 

Pemanfaatan Hak Akses Perhutanan Sosial 

(PS) dan Hak  Aset TORA 
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1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP 

 

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi 

Tengah Tahun 2024, dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d 100. 

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, 

yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja 

Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi 

Tengah memperoleh nilai sebesar 81,30% sehingga mendapat predikat A (nilai 

>80-90) dengan interpretasi Memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa komponen 

AKIP yang ada sudah akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen 

kinerja yang andal.  

Adapun beberapa hasil evaluasi SAKIP pada pelaksanaan kegiatan tahun 

2024 dapat dilihat pada tabel 1.10 berikut : 

 

 

 

 

 

 berkeadilan dan berkelanjutan belum tercapai dengan 
optimal 

 

4. Belum maksimalnya penguatan tata kelola dan 

kelembagaan bidang Kehutanan 

- Belum optimalnya kapasitas, kompetensi, 

profesionalitas dan distribusi SDM Kehutanan 

pada Dinas Kehutanan dan Unit Pelaksana 

Teknisnya 

 

- Belum optimalnya penegakan supremasi hukum di 

bidang kehutanan 

- Belum optimalnya dukungan ketersediaan 

NSPK, SDM, sarana dan prasarana serta 

pembiayaan untuk operasionalisasi KPH 

- Masih rendahnya pengakuan para pihak 

terhadap legitimasi kawasan hutan. 

 

Isu Tata Kelola dan Kelembagaan 

berkaitan dengan penguatan tata kelola 

sumber daya hutan terdiri atas : pemantapan 

kawasan hutan, efektivitas tata kelola dan 

penegakan hukum 
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Tabel 1.10  Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 
 

  

2.1 Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah   

 

A. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target berdasarkan Renstra 

Tahun 2021-2026 

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi 

pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan wajib 

dan urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk 

mewujudkan visi pembangunan kehutanan selama  periode  tahun 2021 

- 2026, melalui pokok-pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam 

strategi operasional pelaksanaan pembangunan. 

  Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi 

Tengah selama periode tahun 2021 - 2026 adalah “Mewujudkan 

Harmonisasi antar Manusia dan Alam untuk Pembangunan Kehutanan 

yang Lestari dan Berkelanjutan”. Berdasarkan tujuan yang ada maka 

sasaran yang hendak dicapai yakni Meningkatnya  Kualitas Tutupan 

Lahan. 

Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas 

Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dijelaskan  pada Tabel 2.1 dibawah 

ini 

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2021-2026 

 

 

 

2022 2023 2024 2025 2026

1.

Mewujudkan Harmonisasi antar 

Manusia dan Alam untuk 

Pembangunann Kehutanan yang 

Lestari dan Berkelanjutan

Meningkatnya Kualitas Tutupan 

Lahan

Indeks Kualitas Tutupan 

Lahan (IKTL)
85,47 86,27 87,06 87,85 88,64

NO TUJUAN SASARAN
INDIKATOR 

TUJUAN/SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN
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B. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target berdasarkan Renstra 

Tahun 2025-2029 

 

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 

selama periode tahun 2025 - 2029 adalah “Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan 

Daerah, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah dan Penurunan Intensitas 

Emisi GRK menuju Net Zero Emission” 

Berdasarkan tujuan yang ada maka sasaran yang hendak dicapai yakni:  

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan serta peran 

masyarakat sebagai pelaku ekonomi produktif berbasis sumber daya hutan yang 

lestari.  

2. Meningkatnya konservasi sumberdaya alam dan pengendalian kerusakan 

ekosistem.  

3. Menurunnya laju lahan kritis di luar Kawasan hutan dan wilayah DAS. 

Adapun Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kehutanan 

Provinsi Sulawesi Tengah dijelaskan  pada Tabel 2.2 dibawah ini 

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025-2029 

 

 

2.2 Struktur Program dan Kegiatan 

 

 Pada tahun 2024 terdapat 5 (lima) Program dan 21 ( dua puluh satu) Kegiatan 

yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan 14  (empat 

belas) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) guna mendukung pencapaian visi dan 

misi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam Perjanjian 

2025 2026 2027 2028 2029

1.

Meningkatkan PDRB Sektor 

Unggulan Daerah, Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati Daerah 

dan Penurunan Intensitas Emisi 

GRK menuju Net Zero Emission

Meningkatnya kualitas 

pengelolaan dan pemanfaatan 

hutan serta peran masyarakat 

sebagai pelaku ekonomi 

produktif berbasis sumber daya 

hutan yang lestari

PDRB Sektor Kehutanan 

(Milyar Rp)
2.846,66 2.853,72 2.860,77 2.867,77 2.874,87

2.

Meningkatnya konservasi 

sumberdaya alam dan 

pengendalian kerusakan 

ekosistem 

Indeks Kualitas Lahan 

(Indeks)
89,80 89,87 89,94 90,01 90,08

3.

Menurunnya laju lahan kritis di 

luar Kawasan hutan dan wilayah 

DAS

TUJUANNO

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN
INDIKATOR 

TUJUAN/SASARAN
SASARAN
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Kinerja Tahun 2025. Adapun program dan kegiatan yang dimaksud tersaji pada 

Tabel 2.3. 

Tabel 2.3  Struktur Program dan Kegiatan pada Anggaran DPA Perubahan Tahun 2025 

 

No.
 Anggaran Sebelum 

Perubahan 

 Anggaran Sesudah 

Perubahan  

Bertambah / 

Berkurang

4.201.854.528,62           8.245.012.684,12          4.043.158.155,50 

1. 292.593.775,00                       265.981.833,00 -            26.611.942,00 

2.              91.363.500,00              88.646.000,00 -              2.717.500,00 

3.              59.874.750,00              53.590.000,00 -              6.284.750,00 

4.          2.841.047.625,50          4.616.311.851,00          1.775.264.225,50 

5.             575.651.390,00 1.601.584.872,00                 1.025.933.482,00 

6.              12.422.500,00 -            12.422.500,00 

7. 90.215.400,00                          93.931.300,00                3.715.900,00 

8.              23.124.250,00              22.330.000,00 -                 794.250,00 

9.             215.561.338,12          1.502.636.828,12          1.287.075.490,00 

         282.068.150,00          773.826.530,00          491.758.380,00 

1.             282.068.150,00             773.826.530,00             491.758.380,00 

      1.363.099.875,00 1.852.530.875,00              489.431.000,00 

1.          1.363.099.875,00          1.852.530.875,00             489.431.000,00 

           48.965.680,00            48.965.680,00                                 - 

1.              48.965.680,00              48.965.680,00                                 - 

PROGRAM PENGELOLAAN 

DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan 

Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat 

di Bidang Kehutanan 

Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota dan dalam 

Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi 

PROGRAM KONSERVASI 

SUMBER

 DAYA ALAM HAYATI DAN 

PROGRAM PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN, PENYULUHAN DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DI BIDANG KEHUTANAN

Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan 

Produksi dan Hutan Lindung 

Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar 

Kawasan Hutan Negara 

Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem 

Penting, Daerah Penyangga Kawasan 

Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian 

Alam 

Pelaksanaan Perlindungan Hutan di 

Hutan Lindung dan Hutan Produksi 

Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan 

Bukan Kayu (HHBK) 

Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan 

Kayu Dengan Kapasitas Produksi

Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan 

Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 

m3/Tahun 

Perbenihan Tanaman Hutan 

Program/ Kegiatan

PROGRAM PENGELOLAAN 

HUTAN

Rencana Pengelolaan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan kecuali pada 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi 

(KPHK) 

Pengelolaan Rencana Tata Hutan 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 

Kewenangan Provinsi 
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2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) 

 

 Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang 

digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang 

telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi 

Tengah. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU), maka diharapkan 

akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam 

menyelenggarakan manajemen kinerja yang lebih baik, lebih terukur dan lebih 

spesifik. Informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai acuan dalam membuat 

keputusan/kebijakan sehingga dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan 

keberhasilan atau bahkan bisa meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.  

 

 

 

No.
 Anggaran Sebelum 

Perubahan 

 Anggaran Sesudah 

Perubahan  

Bertambah / 

Berkurang

    65.548.910.027,93          66.021.845.374          472.935.346,36 

1.             232.287.600,00             160.860.550,00 -            71.427.050,00 

2.        57.405.137.271,43        55.859.752.523,94 -        1.545.384.747,49 

3.              51.010.000,00             112.735.000,00              61.725.000,00 

4.             154.078.000,00              89.275.940,00 -            64.802.060,00 

5.             613.933.796,00             765.543.352,00             151.609.556,00 

6.                1.790.000,00              52.430.000,00              50.640.000,00 

7.          5.261.891.804,00          4.555.809.611,05 -          706.082.192,95 

8.          1.796.071.556,50          2.411.191.727,30             615.120.170,80 

9.              32.710.000,00          2.014.246.670,00          1.981.536.670,00 
Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program/ Kegiatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

PROVINSI 

Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 

Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 
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Adapun indikator kinerja utama berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 tersaji 

pada Tabel 2.4 berikut. 

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026 

 

 

Sedangkan untuk indikator kinerja utama berdasarkan Renstra Tahun 2021-

2026 tersaji pada Tabel 2.5 berikut. 

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 

 

 

 

2.4 Perjanjian Kinerja 

 

 Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara penerima amanah dan 

kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur 

tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. 

Perjanjian Kinerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah disusun 

NO SASARAN

INDIKATOR 

KINERJA 

UTAMA

SUMBER DATA
PENANGGUNG 

JAWAB

50

54,3

Pembina Tingkat I

NIP. 19691125 200112 1 002

KEPALA DINAS KEHUTANAN 

MUHAMMAD NENG, ST.,MM

1

Bidang 

Perencanaan dan 

Pemanfataan 

Hutan

KEPALA DINAS 

KEHUTANAN 

PROV.SULTENG

Meningkatnya 

Kualitas Tutupan 

Lahan

Indeks Kualitas 

Tutupan Lahan
IKTL = 100 - ( 84,3 - ( TH x 100) x )

Peritungan IKTL dilakukan dengan membandingkan luas 

hutan dengan luas wilayah administratifnya. 

Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap 

Provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 

persen dari luas wilayah. Dalam perhitungan IKTL ini, 

diasumsikan bahwa daerah yang ideal memiliki 

kawasan hutan adalah Provinsi Papua pada tahun 1982 

(84,3% dari luas wiayah administrasinya). Asumsi yang 

digunakan dalam perhitungan IKTL, bahwa daerah-

daerah yang memiliki kawasan hutan 30 persen dari 

luas wilayah administrasinya diberi 50 Sedangkan yang 

nilai IKTL tertinggi (100) adalah daerah yang memiliki 

kawasan 84,3 persen dari luas wilayah administrasinya.   

PENJELASAN /  FORMULASI

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
SUMBER 

DATA

PENANGGUNG 

JAWAB

1. Meningkatnya kualitas 

pengelolaan dan pemanfaatan 

hutan serta peran masyarakat 

sebagai pelaku ekonomi 

produktif berbasis sumber daya 

hutan yang lestari

PDRB Sektor Kehutanan BPS

2.

50

3. 54,3

PENJELASAN / FORMULASI

Jumlah PDRB Sektor Kehutanan (dalam 

Miliar Rupiah)

                                                                    NIP. 19691125 200112 1 002

                                                                    KEPALA DINAS KEHUTANAN 

                                                                    Pembina Utama Muda

                                                                    MUHAMMAD NENG, ST.,MM

                                                                    PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kementerian 

Kehutanan

Meningkatnya konservasi 

sumberdaya alam dan 

pengendalian kerusakan 

ekosistem 

Menurunnya laju lahan kritis di 

luar Kawasan hutan dan wilayah 

DAS

KEPALA DINAS 

KEHUTANAN 

PROV.SULTENG

KEPALA DINAS 

KEHUTANAN 

PROV.SULTENG

Indeks Kualitas Lahan (IKL)

IKL = 100 - ( 84,3 - ( TH x 100) x )

Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan, yang dihitung 

berdasarkan kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non-hutan. Parameter yang digunakan dalam 

perhitungan meliputi berbagai jenis tutupan lahan, seperti hutan primer, hutan sekunder, lahan 

terbuka, perkebunan, permukiman, dan lain-lain. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Kehutanan merupakan nilai tambah bruto yang 

dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan, pemanfaatan, dan 

pemberian jasa kehutanan di suatu wilayah. Cakupan kegiatan meliputi produksi kayu, hasil hutan non-

kayu, serta jasa kehutanan lainnya.  
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berdasarkan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berdasarkan 

pada sumber daya yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah serta 

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah.  

Perjanjian Kinerja tahun 2025 ini disusun sesuai dengan program dan 

kegiatan utama pendukung pencapaian IKU yang tercantum dalam dokumen 

pelaksanaan anggaran tahun 2025 dan berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis 

dan indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi 

Sulawesi Tengah. Adapun indikator dan target kinerja dalam perjanjian kinerja 

berdasarkan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 

tersaji pada Tabel 2.6. 

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 

 

 

Sedangkan indikator dan target kinerja dalam perjanjian kinerja berdasarkan 

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 tersaji pada 

Tabel 2.7. 

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 

 

 

NO Sasaran Strategis Indikator Tujuan Target

1 Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 87,06

NO Sasaran Strategis Indikator Tujuan Target

1

PDRB Sektor Kehutanan 2.846,66

Indeks Kualitas Lahan 89,80

Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan 

Daerah, Pengelolaan Keanekaragaman 

Hayati Daerah dan Penurunan 

Intensitas Emisi GRK menuju Net Zero 

Emission
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dibuat sesuai 

ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan 

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang 

memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan Tahun 2024. 

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target Indikator Kinerja 

sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.  

 

3.1 Capaian Kinerja 

 Dari pelaksanaan program dan kegiatan, diperoleh capaian kinerja dimana 

penilaian kinerja dilaksanakan berdasarkan Penetapan Kinerja Dinas Kehutanan 

Provinsi Sulawesi Tengah sebagai kontrak kinerja antara Perangkat Daerah dengan 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Penilaian kinerja dilakukan dengan 

membandingkan antara target kinerja yang telah ditentukan dengan realisasi 

pencapaian kinerja berdasarkan data pendukung yang terukur.  

3.1.a  Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

 

Pada subbab ini akan disajikan analisis capaian Perjanjian Kinerja 

berdasarkan Renstra tahun 2021-2026 dan capaian Perjanjian Kinerja Perubahan 

berdasarkan Renstra tahun 2025-2029. Capaian perjanjian kinerja tahun 2025 

berdasarkan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021–2026 

disusun dengan mengacu pada arsitektur kinerja pada awal tahun 2025, dimana 

dilakukan penyesuaian sasaran strategis untuk menyelaraskan atau mensinkronkan 

kembali indikator-indikator kinerja dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi 

Tengah Tahun 2021-2026 dengan dokumen Renstra Dinas Kehutanan Provinsi 

Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 dan Renstra tahun 2025-2029, yang bertujuan 
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untuk mengoptimalkan pencapaian dan menjaga kesinambungan output/outcome 

dari Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang dilaksanakan, sehingga menjadi 

dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 

tahun 2025. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan 

sasaran strategis Dinas Kehutanan dalam pembangunan kehutanan di Provinsi 

Sulawesi Tengah. Perbandingan target dan realisasi kinerja Dinas Kehutanan 

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Renstra tahun 2021-

2026, tersaji pada tabel 3.1 berikut : 

Tabel 3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 

 

 

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan mempresentasikan kondisi kualitas 

lahan yang dipengaruhi oleh tutupan lahan. Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan 

dipengaruhi oleh nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang berkaitan dengan 

jumlah luas areal penanaman hutan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.  Kualitas 

tutupan lahan yang dinilai adalah luasan area bervegetasi yang menutupi suatu 

bidang lahan dalam wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang diukur dalam satuan 

hektar berdasarkan kenampakannya pada citra satelit. Capaian kinerja Indeks 

Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik, 

menunjukkan capaian yang sangat tinggi yaitu sebesar 95,64%. 

Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang baik ditunjukkan dengan proporsi 

penutupan lahan yang dikategorikan sebagai hutan menutupi area (coverage area) 

mendekati 84,3% dari luas wilayah administrasinya atau dengan rentang nilai 

indeks 90 - 100. Jenis penutupan lahan yang digunakan untuk menghitung nilai 

IKTL disajikan pada Gambar 3.1. 

No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi  Capaian % 

1 2 3 4 5 6 7

1

Mewujudkan Harmonisasi antar 

Manusia dan Alam untuk 

Pembangunann Kehutanan yang 

Lestari dan Berkelanjutan

Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan
Indeks Kualitas Tutupan Lahan 

(IKTL)
87,85 84,02 95,64
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Gambar 3.1. Penutupan Lahan yang digunakan untuk Menghitung IKTL (Sumber : Direktorat 

PKL, 2022) 

 

Selanjutnya Perbandingan target dan realisasi kinerja Dinas Kehutanan 

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Renstra tahun 2025-

2029, tersaji pada tabel berikut : 

Tabel 3.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 

 

 

Pada Tahun 2025, PDRB Sektor Kehutanan memiliki Target 2.846,66 

(Milyar Rupiah) dengan realisasi sebesar 2.764,65 (Milyar Rupiah), yang 

menunjukkan capaian 97,12%. Sedangkan realisasi kinerja Indeks Kualitas Lahan 

sebesar 84,02 dari target 89,80 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 93,56% 

dengan Kategori Sangat Tinggi (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana).  

Nilai Indeks Kualitas Lahan memberikan gambaran upaya Pemerintah Provinsi 

No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi  Capaian % 

1 2 3 4 5 6 7

1

Meningkatnya kualitas pengelolaan dan 

pemanfaatan hutan serta peran masyarakat 

sebagai pelaku ekonomi produktif berbasis 

sumber daya hutan yang lestari

PDRB Sektor Kehutanan (Milyar 

Rp)
2.846,66 2.764,65 97,12

2
Meningkatnya konservasi sumberdaya alam dan 

pengendalian kerusakan ekosistem 
Indeks Kualitas Lahan (Indeks) 89,80 84,02 93,56

3
Menurunnya laju lahan kritis di luar Kawasan 

hutan dan wilayah DAS

Meningkatkan PDRB Sektor 

Unggulan Daerah, Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati Daerah dan 

Penurunan Intensitas Emisi GRK 

menuju Net Zero Emission
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Sulawesi Tengah melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah untuk 

menekan laju deforestasi dan menerapkan rehabilitasi serta mewujudkan partisipasi 

perusahaan dalam pengendalian kerusakan lingkungan melalui reklamasi.  Pada 

tahun 2025, upaya utama yang dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi 

Tengah untuk mencapai target IKL adalah melalui kegiatan Pembuatan Hutan 

Rakyat dan Penghijauan Lingkungan.  Pencapaian ini memperoleh dukungan dari 

sumber dana APBD dan beberapa pelaku usaha yang memberikan dana CSRnya 

serta adanya kerjasama dan kolaborasi bersama UPT Kementerian Kehutanan untuk 

kegiatan penanaman di kawasan hutan diantaranya berupa kegiatan Rehabilitasi 

wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Kebun 

Bibit Rakyat (KBR), Dana Bagi Hasil (DBH-DR dan DBH SAWIT), Reboisasi, 

Hutan Rakyat, Perhutanan Sosial, dan Penghijauan Lingkungan. 

 

3.1.b Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 

2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir 

 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun lalu 

dan beberapa tahun terakhir Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dapat 

digambarkan dengan membandingkan realisasi kinerja pada tahun 2025 dengan 

realisasi kinerja tahun 2023-2024, yang disusun berdasarkan perjanjian kinerja 

yang mengacu pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 

2021–2026.  Perbandingan realisasi kinerja dari sasaran strategis Dinas Kehutanan 

Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir dijabarkan pada tabel berikut : 

Tabel 3.3  Perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2025 (Renstra 2021–2026) 

 

 

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IKTL mengalami penurunan.  Pada 

aspek realisasi, Indeks Kualitas Tutupan Lahan mengalami penurunan sebesar 4,88 

poin dari realisasi IKTL Tahun 2023,dari nilai sebesar 88,90 menjadi 84,02 pada 

tahun 2025.  Sedangkan dari aspek Capaian kinerja, IKTL mengalami penurunan 

Target Realisasi
 % 

Capaian  
Target Realisasi

 % 

Capaian  
Target Realisasi

 % 

Capaian  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Mewujudkan Harmonisasi antar 

Manusia dan Alam untuk 

Pembangunann Kehutanan yang 

Lestari dan Berkelanjutan

Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan
Indeks Kualitas Tutupan Lahan 

(IKTL)
86,27 88,90 100 87,06 84,19 96,70 87,85 84,02 95,64

2023 2024 2025

No. Sasaran Indikator Kinerja Tujuan
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sebesar 4,36% yaitu capaian tahun 2023 sebesar 100% menjadi sebesar 95,64% 

pada tahun 2025.  Hal ini disebabkan adanya perubahan tutupan lahan secara 

langsung yang dipengaruhi oleh perubahan penggunaan lahan seperti banyaknya 

perizinan pembukaan lahan (tambang dan PBPH). 

Selanjutnya perbandingan capaian perjanjian kinerja perubahan Dinas 

Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 dengan capaian tahun 2023 dan 

2024 berdasarkan Renstra tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.4  Perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2025 (Renstra 2025–2029) 

 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa PDRB Sektor 

Kehutanan dan Indikator kinerja Indeks Kualitas Lahan, dua indikator ini tidak 

dapat dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya karena merupakan indikator 

baru.  

Beberapa hal penting terkait PDRB Sektor Kehutanan yaitu dapat 

berkontribusi terhadap pendapatan daerah, dihasilkan dari kegiatan yang mencakup 

hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu, serta mempertimbangkan nilai tambah 

ekonomi sekaligus kelestarian atau penyusutan sumber daya hutan, menunjukkan 

perannya sebagai salah satu pendorong ekonomi di daerah yang mengandalkan 

sumber daya alam.   

Faktor penilaian pada IKL mengamati kondisi fisik dan vegetasi, termasuk 

tutupan hutan, belukar, belukar rawa, Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta hasil 

rehabilitasi hutan dan lahan. Sedangkan Tujuan dan Fungsi digunakan sebagai 

indikator untuk menilai seberapa baik lahan mendukung kehidupan dan vegetasi, 

serta menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup. 

 

Target Realisasi
 % 

Capaian  
Target Realisasi

 % 

Capaian  
Target Realisasi

 % 

Capaian  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Meningkatnya kualitas pengelolaan dan 

pemanfaatan hutan serta peran masyarakat 

sebagai pelaku ekonomi produktif berbasis 

sumber daya hutan yang lestari

PDRB Sektor Kehutanan 

(Milyar Rp)
   2.846,66    2.764,65 97,12

2

Meningkatnya konservasi sumberdaya 

alam dan pengendalian kerusakan 

ekosistem 

Indeks Kualitas Lahan (Indeks) 89,80 84,02 93,56

3
Menurunnya laju lahan kritis di luar 

Kawasan hutan dan wilayah DAS

No. Sasaran Indikator Kinerja 

2023 2024 2025

Meningkatkan PDRB Sektor 

Unggulan Daerah, Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati 

Daerah dan Penurunan 

Intensitas Emisi GRK menuju 

Net Zero Emission

Tujuan
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3.1.c Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan 

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan 

strategis organisasi 

 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah 

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan membandingkan 

realisasi kinerja pada tahun 2025 dengan target kinerja pada tahun 2026, dimana 

tahun 2026 merupakan akhir dari periode Renstra tahun 2021-2026, kemudian 

membandingkan realisasi kinerja pada tahun 2025 dengan target kinerja pada tahun 

2029, yang merupakan akhir dari periode Renstra tahun 2025-2029. 

Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2025 dengan target 

jangka menengah Renstra 2021-2026 dijabarkan pada tabel berikut. 

Tabel 3.5  Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir Renstra (Renstra 2021-2026) 

 

 

Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 

2025 mencapai angka 84,02 dengan tutupan lahan seluas 6.465.486,00 Hektar.  

Realisasi kinerja tersebut masih dibawah target akhir Renstra tahun 2026 yaitu 

88,85. Tingkat kemajuan capaian realisasi IKTL tahun 2025 terhadap target akhir 

Renstra tahun 2026 sebesar 94,56%.  Perbandingan realisasi kinerja Dinas 

Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dengan target jangka menengah 

menunjukkan capaian yang baik.  

Perbandingan realisasi indikator kinerja Tahun 2025 Dinas Kehutanan 

Provinsi Sulawesi Tengah dengan target Akhir Renstra berdasarkan Renstra tahun 

2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Capaian 2025
Target Akhir 

Renstra 

 Tingkat 

Kemajuan 

1 2 3 4 5 6  7=5/6*100 

1

Mewujudkan Harmonisasi 

antar Manusia dan Alam 

untuk Pembangunann 

Kehutanan yang Lestari dan 

Berkelanjutan

Meningkatnya Kualitas Tutupan 

Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan 

(IKTL)
84,02 88,85 94,56
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Tabel 3.6  Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir Renstra (Renstra 2025-2029) 

 

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun berjalan s.d akhir periode Renstra 

merupakan gambaran capaian kinerja yang telah dicapai hingga akhir periode 

Rencana Strategis dengan membandingkan realisasi pelaksanaan program dan 

kegiatan terhadap target yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan 

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan 

bahwa realisasi kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 

telah mencapai targetnya sesuai dengan target Renstra 2025-2029.  Pada Indikator 

Kinerja PDRB Sektor Kehutanan dengan capaian tahun 2025 sebesar 2.764,65 

(Milyar Rupiah) dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu senilai 2.874,87 

(Milyar Rupiah) memiliki tingkat kemajuan sebesar 96,17 %. Serta indikator 

kinerja Indeks Kualitas Lahan dengan capaian tahun 2025 yaitu 84,02 dibandingkan 

dengan target akhir Renstra senilai 90,08 dengan tingkat kemajuan sebesar 93,27%, 

menunjukkan  capaian baik. 

Indeks Kualitas Lahan di Provinsi Sulawesi Tengah dipengaruhi luas lahan 

kritis di dalam dan di luar kawasan hutan yang masih cukup tinggi. Berdasarkan 

data lahan kritis dari Dirjen PDASRH KLHK tahun 2022 terdapat 158.290,065 

Hektar yang merupakan luas lahan kritis di luar kawasan. Sehingga kegiatan 

rehabilitasi lahan yang ditargetkan hingga tahun 2026 harus dilaksanakan untuk 

mengurangi bertambahnya luas lahan kritis setiap tahunnya di Provinsi Sulawesi 

Tengah. Perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan 

rehabilitasi khususnya diluar kawasan hutan. Kondisi ini merupakan alasan yang 

sangat kuat bagi pengembangan rehabilitasi dalam bentuk Hutan Rakyat dan/atau 

No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Capaian 2025
Target Akhir 

Renstra 

 Tingkat 

Kemajuan 

1 2 3 4 5 6  7=5/6*100 

1

Meningkatnya kualitas pengelolaan 

dan pemanfaatan hutan serta peran 

masyarakat sebagai pelaku ekonomi 

produktif berbasis sumber daya 

hutan yang lestari

PDRB Sektor Kehutanan 

(Milyar Rp)
             2.764,65              2.874,87 96,17

2

Meningkatnya konservasi 

sumberdaya alam dan pengendalian 

kerusakan ekosistem 

Indeks Kualitas Lahan (Indeks) 84,02                   90,08 93,27

3
Menurunnya laju lahan kritis di luar 

Kawasan hutan dan wilayah DAS

Meningkatkan PDRB Sektor 

Unggulan Daerah, 

Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati 

Daerah dan Penurunan 

Intensitas Emisi GRK menuju 

Net Zero Emission
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Penghijauan Lingkungan di Provinsi Sulawesi Tengah. Animo masyarakat Sulteng 

yang tinggi untuk melakukan penanaman pohon (rehabilitasi) perlu diapresiasi 

melalui kegiatan yang bersumber dana dari pemerintah baik pusat maupun daerah 

yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utamanya (pemberdayaan 

masyarakat). Kegiatan penanaman dan kegiatan pendukung lainnya dapat 

memberikan kontribusi dalam menurunkan luas lahan kritis di Sulawesi Tengah.  

 

3.1.d Membandingkan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional 

 

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel. 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional (Renstra 2021-2026) 

 

Perbandingan realisasi kinerja Dinas dan Realisasi Nasional Tahun 2025, dari 

tabel diatas dapat dilihat untuk capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2025 

Sulawesi Tengah lebih tinggi dari capaian nasional. Capaian Sulawesi Tengah 

sebesar 84,02 sedangkan nasional 83,19 dengan selisih 0,83. Ini menunjukkan 

komitmen Dinas Kehutanan bersama 14 UPT untuk terus meningkatkan 

pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan terus menjaga kesejahteraan sosial dan 

masyarakat sekitar hutan.   

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
 

Tabel. 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional (Renstra 2025-2029) 

 

 

No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja 
Realisasi Tahun 

2025

Realisasi Nasional / 

Daerah Lain

 Lebih Tinggi / Lebih 

Rendah 

1 2 3 4 5 6  7=5-6 

1

Mewujudkan Harmonisasi 

antar Manusia dan Alam untuk 

Pembangunann Kehutanan 

yang Lestari dan Berkelanjutan

Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan
Indeks Kualitas Tutupan Lahan 

(IKTL)
84,02 83,19 0,83

No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja 
Realisasi Tahun 

2025

Realisasi Nasional / 

Daerah Lain

 Lebih Tinggi / Lebih 

Rendah 
 Keterangan 

1 2 3 4 5 6  7=5-6 8

1

Meningkatnya kualitas pengelolaan dan 

pemanfaatan hutan serta peran 

masyarakat sebagai pelaku ekonomi 

produktif berbasis sumber daya hutan 

yang lestari

PDRB Sektor Kehutanan (Milyar 

Rp)
                    2.764,65                 129.569,50 -               126.804,85 

 Statistik 

Nasional 2025 

2

Meningkatnya konservasi sumberdaya 

alam dan pengendalian kerusakan 

ekosistem 

Indeks Kualitas Lahan (Indeks) 84,02 83,19 0,83
 Statistik 

Nasional 2025 

3
Menurunnya laju lahan kritis di luar 

Kawasan hutan dan wilayah DAS

Meningkatkan PDRB Sektor 

Unggulan Daerah, Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati 

Daerah dan Penurunan 

Intensitas Emisi GRK menuju 

Net Zero Emission
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Capaian Indikator PDRB Sektor Kehutanan di Provinsi Sulawesi Tengah 

tahun 2025 lebih rendah yaitu dengan selisih sebesar 126.804,85 (Milyar Rupiah). 

Sedangkan Capaian Indeks Kualitas Lahan di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 

senilai 84,02 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi nasional yatu senilai 83,19 

memiliki selisih 0,83. Nilai realisasi Nasional bersumber pada Buku Statistik 

Indonesia 2025.  

 

3.1.e Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / 

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 

 

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai dua indikator kinerja 

utama yang merupakan indikator tujuan yaitu PDRB Sektor Kehutanan dan Indeks 

Kualitas Lahan.  

Pada indikator PDRB Sektor Kehutanan didukung dengan dua indikator 

sasaran yaitu Peningkatan sumbangan PDRB subsektor kehutanan dan nilai 

transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan. Dengan empat indikator 

program yaitu kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB, persentase peningkatan 

kelas KTH, persentase peningkatan kelas KUPS dan luas fasilitasi pengusulan akses 

legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial.  

Terdapat beberapa faktor penghambat sektor kehutanan dalam meningkatkan 

PDRB yaitu : 

a. Penebangan Liar dan Pengelolaan Tidak Berkelanjutan: Laju 

penebangan liar (illegal logging) untuk memenuhi kebutuhan pasokan 

kayu konsumen menyebabkan kerusakan ekosistem dan kehilangan 

potensi PNBP (PSDH dan DR) yang signifikan; 

b. Keterbasan anggaran dan personil  dalam melakukan penertiban 

kegiatan illegal logging; 

c. Alih Fungsi Lahan (Deforestasi): Ekspansi perkebunan (seperti kelapa 

sawit), pertambangan (Minerba) dan konversi hutan menjadi 

pemukiman atau infrastruktur mengurangi luas hutan produksi; 

d. Pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha yang tidak dipenuhi; 

e. Perubahan Regulasi dan Kebijakan yang Membebani: Pelaku usaha 

menghadapi tantangan berupa regulasi yang dinilai lebih membebani 



  

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 57 

 

daripada mendukung pertumbuhan investasi di sektor kehutanan 

disamping kebijakan terkait mitigasi bencana akibat pengelolaan SDA 

yg tidak seimbang. Ketidakpastian hukum dan administrasi sering 

menghambat operasional; 

f. Pemanfaatan potensi Hasil Hutan yang belum optimal : Masih banyak 

jenis Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu berikut Jasa Lingkungan  yang 

belum dilirik olek konsumen, hanya hasil hutan jenis tertentu yg sudah 

memiliki pasar tersendiri; 

g. Kegagalan Reboisasi: Upaya penanaman kembali (reboisasi) sering kali 

gagal atau tidak maksimal, sehingga produktivitas hutan tidak 

berkelanjutan; 

h. Kebakaran Hutan: Kebakaran hutan yang terjadi, baik disengaja 

maupun tidak, merusak aset produksi kehutanan; 

i. Konflik Tenurial/Lahan: Masalah sengketa lahan antara perusahaan, 

masyarakat adat, dan pemerintah sering menghambat aktivitas 

operasional dan investasi 

Sedangkan untuk faktor pendukung sektor kehutanan dalam meningkatkan 

PDRB yaitu sebagai berikut : 

a. Pemanfaatan Hasil Hutan (Kayu dan Non-Kayu): Produksi kayu dan 

hasil hutan non-kayu (HHNK) seperti rotan, madu, dan damar 

merupakan sumber langsung nilai tambah (added value) sektor 

kehutanan dalam PDRB. 

b. Investasi dan Modal Kehutanan: Penanaman modal, baik asing (PMA) 

maupun dalam negeri (PMDN), di sektor industri pulp, kertas, dan 

mebel sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi sektor ini. 

c. Permintaan Pasar (Ekspor dan Domestik): Volume ekspor produk 

olahan kayu dan permintaan domestik yang tinggi mendorong 

peningkatan produktivitas kehutanan. 

d. Pengembangan Wilayah dan Tenaga Kerja: Kegiatan penanaman, 

pemeliharaan, dan perlindungan hutan menciptakan lapangan kerja 

(serapan tenaga kerja) dan mendorong pembangunan infrastruktur di 

wilayah sekitar hutan. 
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e. Pengelolaan Hutan Produksi: Keberadaan hutan produksi yang dikelola 

secara sah (melalui IUPHHK) menjadi penggerak perekonomian 

daerah, membuka peluang usaha baru, dan menyumbang pendapatan 

daerah. 

f. Valuasi Jasa Ekosistem: Perhitungan nilai ekonomi karbon dan jasa 

lingkungan lainnya (seperti ekowisata) semakin diakui sebagai 

kontribusi penting dalam PDRB, khususnya dalam konteks PDRB 

hijau. 

g. Kebijakan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Dana bagi hasil (DBH) 

dari sektor kehutanan dan pajak/non-pajak (PSDH/DR) berkontribusi 

langsung pada PAD yang mendorong PDRB 

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung indikator kinerja 

utama pada PDRB Sektor Kehutanan, dapat dilihat dibawah ini. 

 
Kegiatan supervisi penggunaan koridor di 

Morowali utara 

 

 
Kegiatan Monitoring kewajiban pemegang 

PPKH di Morowali 
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Kegiatan pembinaan PBPHH kayu di Parigi 

Moutong 

 

 
Kegiatan pembinaan PBPHH kayu di Parigi 

Moutong 

 
Pembinaan Kegiatan Pendampingan 

Kelompok Tani Hutan (KTH), Sinkronisasi 

Data KTH dan Pemantauan NTE di 

Wilayah KPH Sintuwu Maroso Kabupateng 

Poso 

 

 
Sosialisasi Program Inovasi Petani Milenial 

Tangguh Provinsi Sulawesi Tengah 

 
Verifikasi data calon petani milenial pada 

KPS dan KTH teregistrasi 

 

 
Penyerahan Bantuan Pemenuhan 

Kebutuhan Dasar Petani Milenial 
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Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan berbagai kegiatan 

dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja utama yaitu peningkatan 

kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

serta peningkatan nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan. Upaya 

tersebut dilaksanakan melalui penguatan tata kelola pemanfaatan hutan, pembinaan 

pelaku usaha kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan. 

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah supervisi penggunaan 

koridor kawasan hutan di Kabupaten Morowali Utara. Kegiatan ini bertujuan 

memastikan penggunaan koridor kawasan hutan oleh pelaku usaha berjalan sesuai 

ketentuan perizinan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap fungsi hutan. 

Dalam kegiatan tersebut dilakukan pengecekan lapangan terhadap pemanfaatan 

koridor, verifikasi dokumen perizinan, serta koordinasi dengan pihak perusahaan 

dan pemerintah daerah setempat. Hasil dari kegiatan ini adalah diperolehnya 

informasi kondisi aktual penggunaan koridor serta adanya rekomendasi perbaikan 

tata kelola penggunaan kawasan hutan agar tetap memperhatikan prinsip 

keberlanjutan. 

Selain itu dilakukan kegiatan monitoring pemenuhan kewajiban 

pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di Kabupaten 

Morowali. Monitoring ini dilakukan untuk memastikan para pemegang izin telah 

melaksanakan kewajiban yang ditetapkan pemerintah, seperti pelaksanaan 

rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), pembayaran kewajiban penerimaan negara 

bukan pajak (PNBP), serta pelaporan kegiatan secara berkala. Dari kegiatan ini 

diperoleh hasil berupa data tingkat kepatuhan pemegang PPKH serta rekomendasi 

tindak lanjut bagi perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya. 

Dalam rangka meningkatkan nilai tambah sektor kehutanan melalui industri 

hasil hutan, Dinas Kehutanan juga melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap 

pelaku usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kayu (PBPHH) di 

Kabupaten Parigi Moutong. Pembinaan ini dilakukan melalui sosialisasi regulasi 

kehutanan, peningkatan pemahaman terkait legalitas kayu, serta pendampingan 

dalam pengelolaan usaha hasil hutan. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat 

meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi, meningkatkan kualitas 
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produk hasil hutan, serta mendorong peningkatan produksi dan nilai ekonomi hasil 

hutan kayu. 

Pada aspek pemberdayaan masyarakat, dilakukan pembinaan dan 

pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH) melalui kegiatan sinkronisasi data 

KTH dan pemantauan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) di wilayah KPH Sintuwu 

Maroso Kabupaten Poso. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kelembagaan 

kelompok, memperbaiki akurasi data kelompok binaan, serta memantau 

perkembangan usaha ekonomi masyarakat berbasis kehutanan. Hasil kegiatan ini 

adalah tersedianya data KTH yang lebih akurat serta meningkatnya kapasitas 

kelompok dalam mengelola usaha kehutanan secara produktif dan berkelanjutan. 

Sebagai bagian dari upaya regenerasi pelaku usaha kehutanan dan 

peningkatan partisipasi generasi muda, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 

juga melaksanakan sosialisasi Program Inovasi Petani Milenial Tangguh. 

Program ini bertujuan mendorong keterlibatan generasi muda dalam 

pengembangan usaha kehutanan, khususnya melalui kegiatan perhutanan sosial dan 

pengelolaan hasil hutan bukan kayu. Kegiatan ini dilanjutkan dengan verifikasi 

data calon petani milenial pada Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan KTH 

yang telah teregistrasi, serta penyerahan bantuan pemenuhan kebutuhan 

dasar bagi petani milenial sebagai stimulan untuk memulai atau mengembangkan 

usaha kehutanan berbasis kelompok. 

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, diperoleh beberapa capaian positif, 

antara lain meningkatnya koordinasi dan pengawasan terhadap pemanfaatan 

kawasan hutan, meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban 

perizinan, serta meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat 

kehutanan. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat melalui KTH dan petani 

milenial turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar 

kawasan hutan. 

Namun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan masih ditemui beberapa 

tantangan, antara lain masih adanya praktik penebangan liar yang berdampak pada 

kerusakan ekosistem hutan, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dalam 

pengawasan lapangan, serta masih terjadinya alih fungsi kawasan hutan untuk 

kegiatan non-kehutanan seperti perkebunan dan pertambangan. Selain itu, 



  

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 62 

 

pemanfaatan potensi hasil hutan kayu dan non-kayu yang belum optimal, konflik 

tenurial antara masyarakat dan pemegang izin, serta risiko kebakaran hutan juga 

menjadi tantangan yang perlu terus diantisipasi. 

Meskipun menghadapi berbagai kendala, sektor kehutanan di Provinsi 

Sulawesi Tengah masih memiliki potensi besar untuk terus berkembang. 

Pemanfaatan hasil hutan kayu dan non-kayu, peningkatan investasi sektor 

kehutanan, tingginya permintaan pasar terhadap produk kehutanan, serta 

pengembangan jasa lingkungan seperti perdagangan karbon dan ekowisata 

merupakan faktor pendukung yang dapat mendorong peningkatan kontribusi sektor 

kehutanan terhadap PDRB daerah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara 

pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan hutan 

yang produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. 

Sedangkan pada Indikator Indeks Kualitas Lahan didukung dengan tiga 

indikator sasaran yaitu persentase penurunan kerusakan hutan, persentase 

masyarakat yang terlibat dalam kegiatan konservasi di area preservasi dan 

persentase luas lahan kritis yang direhabiltasi. Dengan lima indikator program yaitu 

penurunan luas kerusakan kawasan hutan, jumlah masyarakat yang terlibat dalam 

kegiatan konservasi di area preservasi, Indeks efektivitas pengelolaan Kawasan 

konservasi, luas lahan yang direhabilitasi dan jumlah wilayah daerah aliran sungai 

(DAS) yang dipulihkan.  

Dalam pencapaian target Indikator Indeks Kualitas Lahan Tahun 2025 

terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan maupun 

kegagalan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja. Berikut adalah Faktor-faktor 

yang menghambat pencapaian target antara lain : 

a. Banyaknya perizinan pembukaan lahan baik tambang maupun PBPH; 

b. Dibeberapa wilayah kelola UPT KPH yakni adanya kegiatan pemanfaatan 

kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan (tambang/hph/lainnya) 

sehingga masyarakat memilih untuk meminta ganti rugi tanaman atau ganti 

rugi lahan yang merupakan kawasan hutan dan secara hukum tidak dapat 

diperjual belikan, sehingga masyarakat memilih untuk mengambil kayu 

secara illegal ketimbang memproduksi kayu secara legal melalui pohon 

hasil tanaman sendiri; 



  

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 63 

 

c. Realisasi penanaman tahun 2025 tidak langsung memberikan dampak 

signifikan terhadap tutupan lahan; 

d. Laju degradasi perubahan tutupan lahan yang diakibatkan oleh perizinan 

yang merupakan wewenang pemerintah pusat, tidak bisa dikendalikan; 

e. Kualitas dan pemahaman SDM masih rendah dan kurang berkoordinasi 

secara berkala terhadap hambatan dan kondisi faktual yang dihadapi di 

lapangan. 

Sedangkan untuk faktor pendukung sebagai upaya yang berkontribusi pada 

peningkatan skor kualitas lahan melalui konservasi dan manajemen yang baik yaitu 

sebagai berikut : 

a. Luas dan Kualitas Tutupan Vegetasi seperti Keberadaan hutan, tanaman 

belukar, dan RTH (Ruang Terbuka Hijau) merupakan faktor utama, 

Peningkatan luas tutupan hutan atau penanaman kembali (reboisasi) secara 

positif meningkatkan IKL; 

b. Kesadaran Masyarakat, Partisipasi aktif publik dalam menjaga kebersihan 

lingkungan dan tidak membuang limbah sembarangan ke tanah; 

c. Penggunaan Teknologi, Pemanfaatan sistem pemantauan berbasis data 

untuk mendeteksi perubahan tutupan lahan secara real-time; 

d. Stabilitas Ekosistem, Lahan yang memiliki stabilitas tinggi (contoh: 

ekosistem mangrove yang terjaga atau lahan gambut yang basah) memiliki 

nilai indeks yang lebih baik. 

e. Minimnya Degradasi dan Alih Fungsi Lahan: Kualitas lahan akan terjaga 

jika tidak ada alih fungsi hutan menjadi lahan terbangun (pemukiman, 

industri) atau perkebunan secara intensif yang merusak vegetasi. 

f. Kondisi Fisik dan Kimia Tanah: Faktor internal seperti tekstur tanah, tingkat 

kesuburan (unsur hara), dan kelembaban yang baik mendukung 

produktivitas lahan dan nilai indeks. 

g. Pengelolaan Lahan yang Berkelanjutan: Praktik pertanian ramah 

lingkungan, pengendalian erosi, dan pengelolaan limbah pertanian/industri 

yang baik mendukung kualitas lahan. 
 

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung indikator kinerja 

utama, dapat dilihat dibawah ini. 

https://www.google.com/search?q=Luas+dan+Kualitas+Tutupan+Vegetasi&sca_esv=5339e6c08400f79e&sxsrf=ANbL-n7WzrDNymm0BumxpSIM7MsCsr1R6A%3A1772605993025&ei=KdKnafCaAZfgseMPwpLG-AU&biw=768&bih=730&ved=2ahUKEwjgkPSM0IWTAxVPRmcHHWOxMfUQgK4QegQIAxAB&uact=5&oq=Faktor+pendukung+indeks+kualitas+lahan&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiJkZha3RvciBwZW5kdWt1bmcgaW5kZWtzIGt1YWxpdGFzIGxhaGFuMgUQABjvBTIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogRI0BFQAFjRB3AAeAGQAQCYAYUBoAHiAaoBAzEuMbgBA8gBAPgBAZgCAqAC7gGYAwCSBwMxLjGgB7MIsgcDMS4xuAfuAcIHBTAuMS4xyAcJgAgB&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBMmiOYv5pqQIV_xN9NFoThXFuqpIrAEiblKAPBKSPh_ao_-iJtlYcl53VjcS8vUTq39gK_7M-XECn0PBdCdCSsFyfiZ3brI0cwpmhRlBGg31GLGhZnpFpAutZ00af25aEvRMjM1Lv304h4PY64MfoTg7jBTnVEBVHCACnEX92bSJtpq0j02UM4xD30kYdyjlCetWDNIr15HaSrwb6C6IsPc267-Bv4nKaydpJhVMFdwWvV2PZhcpdgDAMY0puZv6g0yAzohaT0_UE5goLQ0z0G&csui=3
https://www.google.com/search?q=Stabilitas+Ekosistem&sca_esv=5339e6c08400f79e&sxsrf=ANbL-n7WzrDNymm0BumxpSIM7MsCsr1R6A%3A1772605993025&ei=KdKnafCaAZfgseMPwpLG-AU&biw=768&bih=730&ved=2ahUKEwjgkPSM0IWTAxVPRmcHHWOxMfUQgK4QegQIAxAD&uact=5&oq=Faktor+pendukung+indeks+kualitas+lahan&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiJkZha3RvciBwZW5kdWt1bmcgaW5kZWtzIGt1YWxpdGFzIGxhaGFuMgUQABjvBTIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogRI0BFQAFjRB3AAeAGQAQCYAYUBoAHiAaoBAzEuMbgBA8gBAPgBAZgCAqAC7gGYAwCSBwMxLjGgB7MIsgcDMS4xuAfuAcIHBTAuMS4xyAcJgAgB&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBMmiOYv5pqQIV_xN9NFoThXFuqpIrAEiblKAPBKSPh_ao_-iJtlYcl53VjcS8vUTq39gK_7M-XECn0PBdCdCSsFyfiZ3brI0cwpmhRlBGg31GLGhZnpFpAutZ00af25aEvRMjM1Lv304h4PY64MfoTg7jBTnVEBVHCACnEX92bSJtpq0j02UM4xD30kYdyjlCetWDNIr15HaSrwb6C6IsPc267-Bv4nKaydpJhVMFdwWvV2PZhcpdgDAMY0puZv6g0yAzohaT0_UE5goLQ0z0G&csui=3
https://www.google.com/search?q=Minimnya+Degradasi+dan+Alih+Fungsi+Lahan&sca_esv=5339e6c08400f79e&sxsrf=ANbL-n7WzrDNymm0BumxpSIM7MsCsr1R6A%3A1772605993025&ei=KdKnafCaAZfgseMPwpLG-AU&biw=768&bih=730&ved=2ahUKEwjgkPSM0IWTAxVPRmcHHWOxMfUQgK4QegQIAxAF&uact=5&oq=Faktor+pendukung+indeks+kualitas+lahan&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiJkZha3RvciBwZW5kdWt1bmcgaW5kZWtzIGt1YWxpdGFzIGxhaGFuMgUQABjvBTIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogRI0BFQAFjRB3AAeAGQAQCYAYUBoAHiAaoBAzEuMbgBA8gBAPgBAZgCAqAC7gGYAwCSBwMxLjGgB7MIsgcDMS4xuAfuAcIHBTAuMS4xyAcJgAgB&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBMmiOYv5pqQIV_xN9NFoThXFuqpIrAEiblKAPBKSPh_ao_-iJtlYcl53VjcS8vUTq39gK_7M-XECn0PBdCdCSsFyfiZ3brI0cwpmhRlBGg31GLGhZnpFpAutZ00af25aEvRMjM1Lv304h4PY64MfoTg7jBTnVEBVHCACnEX92bSJtpq0j02UM4xD30kYdyjlCetWDNIr15HaSrwb6C6IsPc267-Bv4nKaydpJhVMFdwWvV2PZhcpdgDAMY0puZv6g0yAzohaT0_UE5goLQ0z0G&csui=3
https://www.google.com/search?q=Kondisi+Fisik+dan+Kimia+Tanah&sca_esv=5339e6c08400f79e&sxsrf=ANbL-n7WzrDNymm0BumxpSIM7MsCsr1R6A%3A1772605993025&ei=KdKnafCaAZfgseMPwpLG-AU&biw=768&bih=730&ved=2ahUKEwjgkPSM0IWTAxVPRmcHHWOxMfUQgK4QegQIAxAH&uact=5&oq=Faktor+pendukung+indeks+kualitas+lahan&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiJkZha3RvciBwZW5kdWt1bmcgaW5kZWtzIGt1YWxpdGFzIGxhaGFuMgUQABjvBTIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogRI0BFQAFjRB3AAeAGQAQCYAYUBoAHiAaoBAzEuMbgBA8gBAPgBAZgCAqAC7gGYAwCSBwMxLjGgB7MIsgcDMS4xuAfuAcIHBTAuMS4xyAcJgAgB&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBMmiOYv5pqQIV_xN9NFoThXFuqpIrAEiblKAPBKSPh_ao_-iJtlYcl53VjcS8vUTq39gK_7M-XECn0PBdCdCSsFyfiZ3brI0cwpmhRlBGg31GLGhZnpFpAutZ00af25aEvRMjM1Lv304h4PY64MfoTg7jBTnVEBVHCACnEX92bSJtpq0j02UM4xD30kYdyjlCetWDNIr15HaSrwb6C6IsPc267-Bv4nKaydpJhVMFdwWvV2PZhcpdgDAMY0puZv6g0yAzohaT0_UE5goLQ0z0G&csui=3
https://www.google.com/search?q=Pengelolaan+Lahan+yang+Berkelanjutan&sca_esv=5339e6c08400f79e&sxsrf=ANbL-n7WzrDNymm0BumxpSIM7MsCsr1R6A%3A1772605993025&ei=KdKnafCaAZfgseMPwpLG-AU&biw=768&bih=730&ved=2ahUKEwjgkPSM0IWTAxVPRmcHHWOxMfUQgK4QegQIAxAJ&uact=5&oq=Faktor+pendukung+indeks+kualitas+lahan&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiJkZha3RvciBwZW5kdWt1bmcgaW5kZWtzIGt1YWxpdGFzIGxhaGFuMgUQABjvBTIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogRI0BFQAFjRB3AAeAGQAQCYAYUBoAHiAaoBAzEuMbgBA8gBAPgBAZgCAqAC7gGYAwCSBwMxLjGgB7MIsgcDMS4xuAfuAcIHBTAuMS4xyAcJgAgB&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBMmiOYv5pqQIV_xN9NFoThXFuqpIrAEiblKAPBKSPh_ao_-iJtlYcl53VjcS8vUTq39gK_7M-XECn0PBdCdCSsFyfiZ3brI0cwpmhRlBGg31GLGhZnpFpAutZ00af25aEvRMjM1Lv304h4PY64MfoTg7jBTnVEBVHCACnEX92bSJtpq0j02UM4xD30kYdyjlCetWDNIr15HaSrwb6C6IsPc267-Bv4nKaydpJhVMFdwWvV2PZhcpdgDAMY0puZv6g0yAzohaT0_UE5goLQ0z0G&csui=3
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Dokumen Penilaian Efektivitas 

Pengelolaan Kawasan Konservasi 

TAHURA 

 

 
Kegiatan Binwas RHL di Kab Poso 

 

 
Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan 

Illegal Mining di Desa Taopa Kec Taopa 

Kab Parigi Moutong 

 

Kegiatan Peningkatan SDM / Bimtek 

Pengendalian Karhutla di Desa Kamba Kec 

Pamona Timur Kab Poso 

 
Kegiatan Pembinaan Masyarakat di Daerah 

Penyangga KSA/KPA Dalam Rangka 

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

Institusi Lokal dalam Pengembangan 

Kawasan Cagar Alam Tanjung Api di Desa 

Labuan Kec Ratolindo Kab Tojo Una una 

 
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian 

dalam Kegiatan Penanaman Rehabilitasi 

DAS di Wilayah KPH Sintuwu Maroso di 

Kabupaten Poso 
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Kegiatan Penyadartahuan / Sosialisasi 

Perlindungan Hutan di Kec Petasia Timur 

dan Kec Lembo Kab Morowali Utara 

 

 
Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan 

masyarakat dalam kegiatan penanaman 

rehabilitasi DAS di wilayah UPT KPH 

Dampelas Tinombo Kab Donggala 

 

 

Kegiatan Penanaman 

Pembangunan Demplot 

Agroforestry  

di UPT KPH Kulawi 

 
Kegiatan Penanaman Pembangunan 

Hutan Rakyat di UPT KPH Dolago 

Tanggunung 

 

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan sektor kehutanan 

di Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 

menetapkan salah satu indikator kinerja utama yaitu Indeks Kualitas Lahan 

(IKL). Indikator ini mencerminkan kondisi dan keberlanjutan pengelolaan sumber 

daya lahan dan hutan melalui berbagai upaya perlindungan, rehabilitasi, serta 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi. 

Untuk mencapai target Indeks Kualitas Lahan Tahun 2025, Dinas Kehutanan 

Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang 

didukung oleh tiga indikator sasaran utama yaitu persentase penurunan 

kerusakan hutan, persentase masyarakat yang terlibat dalam kegiatan 
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konservasi di area preservasi, serta persentase luas lahan kritis yang 

direhabilitasi. Ketiga indikator tersebut diimplementasikan melalui lima indikator 

program yang meliputi penurunan luas kerusakan kawasan hutan, peningkatan 

jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan konservasi di area preservasi, 

peningkatan indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, perluasan luas 

lahan yang direhabilitasi, serta peningkatan jumlah wilayah daerah aliran sungai 

(DAS) yang dipulihkan. 

Dalam pelaksanaannya, berbagai kegiatan telah dilakukan oleh Dinas 

Kehutanan bersama Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT 

KPH). Kegiatan tersebut antara lain penilaian efektivitas pengelolaan kawasan 

konservasi TAHURA, pembinaan dan pengawasan rehabilitasi hutan dan lahan 

(RHL) di Kabupaten Poso, serta kegiatan pencegahan dan penanggulangan illegal 

mining di Desa Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong. Selain itu 

juga dilaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan 

teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Desa Kamba, Kecamatan 

Pamona Timur, Kabupaten Poso. 

Upaya pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam 

mendukung peningkatan kualitas lahan, diantaranya melalui kegiatan pembinaan 

masyarakat di daerah penyangga kawasan konservasi dalam rangka peningkatan 

kapasitas kelembagaan lokal di sekitar kawasan Cagar Alam Tanjung Api di Desa 

Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una. Di samping itu, 

dilaksanakan pula kegiatan penyadartahuan dan sosialisasi perlindungan hutan di 

Kecamatan Petasia Timur dan Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara serta 

kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan penanaman 

rehabilitasi DAS di wilayah UPT KPH Dampelas Tinombo Kabupaten Donggala. 

Pada aspek rehabilitasi lahan dan pengelolaan DAS, kegiatan yang 

dilaksanakan meliputi pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan 

penanaman rehabilitasi DAS di wilayah KPH Sintuwu Maroso Kabupaten Poso, 

pembangunan demplot agroforestry di wilayah UPT KPH Kulawi, serta 

pembangunan hutan rakyat di wilayah UPT KPH Dolago Tanggunung. Berbagai 

kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan tutupan vegetasi, memperbaiki 
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fungsi ekologis lahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

pemanfaatan lahan yang lebih produktif dan berkelanjutan. 

Hasil dari pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut menunjukkan adanya 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi, meningkatnya 

kegiatan rehabilitasi lahan dan pengelolaan DAS, serta semakin kuatnya upaya 

perlindungan hutan melalui kegiatan pengawasan dan penyadartahuan kepada 

masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi pemantauan berbasis data juga mulai 

diterapkan untuk mendeteksi perubahan tutupan lahan secara lebih cepat dan akurat. 

Faktor lain yang turut mendukung peningkatan kualitas lahan adalah keberadaan 

tutupan vegetasi yang masih relatif baik di beberapa wilayah, meningkatnya 

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, serta 

praktik pengelolaan lahan yang lebih berkelanjutan. 

Namun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa 

tantangan yang mempengaruhi pencapaian target Indeks Kualitas Lahan. Tantangan 

tersebut antara lain masih tingginya pemberian izin pembukaan lahan untuk 

kegiatan pertambangan maupun perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), 

yang berpotensi meningkatkan laju perubahan tutupan lahan. Selain itu, di beberapa 

wilayah kelola UPT KPH terdapat kegiatan pemanfaatan kawasan hutan untuk 

kegiatan non-kehutanan yang menimbulkan permasalahan sosial di masyarakat, 

khususnya terkait tuntutan ganti rugi lahan dan tanaman pada kawasan hutan yang 

secara hukum tidak dapat diperjualbelikan. Kondisi ini dalam beberapa kasus 

memicu terjadinya kegiatan pemanfaatan kayu secara ilegal oleh masyarakat. 

Tantangan lainnya adalah bahwa realisasi kegiatan penanaman pada tahun 

berjalan belum dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan tutupan 

lahan secara signifikan karena memerlukan waktu pertumbuhan tanaman. Selain 

itu, laju degradasi tutupan lahan yang dipengaruhi oleh kebijakan perizinan yang 

merupakan kewenangan pemerintah pusat menjadi faktor yang sulit dikendalikan 

di tingkat daerah. Dari sisi internal, kualitas dan pemahaman sumber daya manusia 

masih perlu terus ditingkatkan, terutama dalam hal koordinasi, pemantauan 

lapangan, serta penanganan berbagai hambatan yang terjadi selama pelaksanaan 

kegiatan. 
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Secara keseluruhan, upaya peningkatan Indeks Kualitas Lahan di Provinsi 

Sulawesi Tengah terus dilakukan melalui pendekatan konservasi, rehabilitasi lahan, 

penguatan kelembagaan masyarakat, serta peningkatan pengawasan dan 

pengendalian pemanfaatan kawasan hutan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, 

dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pengelolaan lahan dan hutan secara berkelanjutan sehingga dapat mendukung 

terjaganya fungsi ekologis dan keseimbangan lingkungan di Provinsi Sulawesi 

Tengah. 

Berikut dijelaskan alternatif solusi yang telah dilakukan sebagai berikut :  

a. Mengoptimalkan anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan 

fasilitasi beserta tahapannya seperti identifikasi subyek dan obyek sebelum 

pelaksanaan fasilitasi usulan akses legal masyarakat; 

b. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis serta diskusi dan sharing 

pengalaman pendampingan secara berkala  kepada NGO yang aktif 

mendampingi pengusulan akses legal bagi masyarakat maupun bagi 

personil UPTD KPH dengan melibatkan peran Kementerian LHK secara 

aktif melalui Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) 

Wilayah Sulawesi; 

c. Melibatkan pihak terkait untuk melaksanakan penanganan secara Preemtif, 

Preventif dan Represif apabila diperlukan; 

d. Bermitra dengan pihak perusahaan untuk mendorong pencapaian target; 

e. Memanfaatkan dukungan anggaran dengan menyusun rincian belanja dan 

rancangan teknis kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

3.1.f  Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Efisiensi penggunaan sumber daya adalah upaya untuk memaksimalkan 

pemanfaatan sumber daya dengan meminimalkan pemborosan. Efisiensi sumber 

daya bertujuan untuk menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar dengan 

menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. Pengukuran efisiensi dilakukan 

dengan membandingkan selisih antara pencapaian sasaran strategis dengan 

pencapiaan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis 

tersebut. Hasil dari efisiensi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 3.9  Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran (Renstra 2021-2026) 

 

Indeks Kualitas Tutupan Lahan didukung oleh Program Pengelolaan Hutan, 

Proram Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Program 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Tingkat efisiensi penggunaan sumber 

daya yang dicapai yaitu sebesar 10,90%. Sedangkan Pengukuran efisiensi 

penggunaan sumber daya dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 berdasarkan Renstra 

2025-2029, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  

Tabel 3.10  Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran (Renstra 2025-2029) 

 

 

Program yang mendukung capaian indikator PDRB Sektor Kehutanan dan 

Indeks Kualitas Lahan adalah Program Pengelolaan Hutan dan Program Pendidikan 

dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan. 

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang dicapai masing-masing adalah 

sebesar 17,65% dan 8,82%. Pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Tengah menginstruksikan kepada semua perangkat daerah untuk menerapkan 

efisiensi anggaran, tidak terkecuali Dinas Kehutanan. Hal inilah yang menyebabkan 

anggaran tidak terserap dengan maksimal. 

 

 

 

Target Realisasi  Capaian % Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.)  Capaian % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7-10

1

Mewujudkan Harmonisasi antar 

Manusia dan Alam untuk 

Pembangunann Kehutanan yang 

Lestari dan Berkelanjutan

Meningkatnya Kualitas Tutupan 

Lahan

Indeks Kualitas Tutupan 

Lahan (IKTL)
87,85 84,02 95,64           8.543.325.761,12           7.239.473.268,62 84,74 10,90

 Tingkat Efisiensi No. Sasaran Indikator Kinerja 

Indikator Kinerja Anggaran

Tujuan

Target Realisasi  Capaian % Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.)  Capaian % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7-10

1

Meningkatnya kualitas pengelolaan 

dan pemanfaatan hutan serta peran 

masyarakat sebagai pelaku ekonomi 

produktif berbasis sumber daya hutan 

yang lestari

PDRB Sektor Kehutanan 

(Milyar Rp)
2.846,66 2.764,65 97,12           2.337.010.008,00           1.857.200.405,00 79,47 17,65

2

Meningkatnya konservasi 

sumberdaya alam dan pengendalian 

kerusakan ekosistem 

Indeks Kualitas Lahan 

(Indeks)
89,80 84,02 93,56           8.543.325.761,12           7.239.473.268,62 84,74 8,82

3
Menurunnya laju lahan kritis di luar 

Kawasan hutan dan wilayah DAS

 Tingkat Efisiensi No. Sasaran Indikator Kinerja 

Indikator Kinerja Anggaran

Meningkatkan PDRB Sektor 

Unggulan Daerah, Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati Daerah 

dan Penurunan Intensitas Emisi 

GRK menuju Net Zero Emission

Tujuan
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3.1.g  Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja 

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2025, Dinas 

Kehutanan melaksanakan kegiatan yang tercakup dalam 5 (lima) program yaitu: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan   

2. Program Pengelolaan Hutan 

3. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

4. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan 

Masyarakat di Bidang Kehutanan 

5. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)     

 

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun 

eksternal yaitu : 
 

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen 

perencanaan; 

2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan 

jadwal yang telah ditetapkan; 

3. Adanya Komitmen Pimpinan dalam melakukan reformasi birokrasi dan 

pengelolaan keuangan yang transparan; 

4. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana 

kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA maupun 

DPPA Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2025. 

 

Selain dari faktor pendorong keberhasilan masih terdapat kekurangan di 

dalam pencapaian organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah sehingga 

masih terdapat beberapa indikator sub kegiatan yang tidak mencapai target. Selain 

kurangnya penganggaran, salah satu penyebabnya yaitu terjadinya beberapa 

regulasi yang berubah secara mendasar karena kebijakan sehingga sedikit banyak 

berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja. 
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Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai indikator 

kinerja sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi 

Tengah Tahun 2025-2029 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi 

anggaran pada program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.11  Realisasi Kinerja dan Anggaran Program / Kegiatan Tahun 2025 

 

 

 

 

 

 Kinerja Anggaran  Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran

DINAS KEHUTANAN PROV. SULTENG     62.750.435.778,24 52.176.232.244,00

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Kontribusi Sektor Kehutanan 

terhadap PDRB 
Rp                 1.945       1.061.337.566,50                    5.068 657.777.020,00 260,57                  61,98 

Luas Lahan yang direhabilitasi Ha               17.013             17.202,89 101,12

Penurunan Luas Kerusakan 

Kawasan Hutan 
%                 5.998                    2.910 48,52

Pengelolaan Rencana Tata Hutan 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 

Kewenangan Provinsi

Jumlah data perubahan fungsi 

dan peruntukkan kawasan hutan
Dokumen                        1            88.646.000,00                           1 88.646.000,00 100,00                100,00 

Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan 

Produksi dan Hutan Lindung  

Jumlah data dan informasi 

pemanfaatan hutan di kawasan 

hutan lindung dan hutan 

produksi

Dokumen                        2            53.590.000,00                           2 53.257.300,00 100,00                  99,38 

Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan 

Hutan Negara

Jumlah Laporan Pembinaan 

dan/atau Pengawasan Lahan dan 

Tahura

Laporan                      28          297.207.446,50                         10 142.002.750,00 35,71                  47,78 

Luas Rehabilitasi Hutan Dan 

lahan Dengan Pemanfaatan Bibit 

Oleh Mayarakat Dan Penanaman 

Oleh Stakeholder Lainya

Ha            1.130,00               1.389,89 0,00 123,00

Pelaksanaan Perlindungan Hutan di 

Hutan Lindung dan Hutan Produksi  
Jumlah Laporan Koordinasi 

dalam pelaksanaan pencegahan, 

pengendalian dan penanganan 

kebakaran hutan & lahan

Laporan                        1          496.787.620,00                           2 342.179.970,00 200,00                  68,88 

Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan 

Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 

m3/Tahun

Jumlah Unit Managemen PBPHH 

Kayu

Unit 

Manajeme

n

                       8            22.330.000,00                            - 22.330.000,00 0,00                100,00 

Perbenihan Tanaman Hutan Jumlah data(asal usul, jenis 

mutu) benih atau bibit yang 

beredar

Laporan                        4          102.776.500,00                           8 9.361.000,00 200,00                    9,11 

PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA 

ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
Jumlah Masyarakat yang terlibat 

dalam kegiatan Konservasi di 

Area Preservasi 

Orang                    720            57.790.830,00                       635 57.790.200,00 88,19                100,00 

Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem 

Penting, Daerah Penyangga Kawasan 

Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian 

Alam  

Jumlah Kelompok/Masyarakat 

yang Diberdayakan dan dibina
Orang                    120            57.790.830,00                         35 57.790.200,00 29,17                100,00 

PROGRAM PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN, PENYULUHAN DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI 

BIDANG KEHUTANAN

Persentase Peningkatan Kelas 

KTH 
%                 10,06          345.811.250,00                      7,10 233.060.560,00 70,58                  67,40 

Persentase Peningkatan Kelas 

KUPS
%                   5,32                    10,54 198,12

Luas Fasilitasi Pengusulan 

Akses Legal Kepada Masyarakat 

dalam Pengelolaan Hutan 

melalui Perhutanan Sosial

Ha            1.300,00               1.374,10 105,70

Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan 

Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat 

di Bidang Kehutanan

Nilai Ekonomi (Nekon) 

Perhutanan Sosial

Rupiah/Ka

pita
  5.800.951.896          345.811.250,00    30.879.339.650 233.060.560,00 532,32                  67,40 

Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) 

KTH

Rupiah/Ka

pita
  1.866.000.000    27.402.673.600 1468,52

PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH 

ALIRAN SUNGAI (DAS) Jumlah Wilayah Daerah Aliran 

Sungai yang dipulihkan
Wilayah                        1            48.965.680,00                           1 41.628.340,00 100,00                  85,02 

PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAS 

LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN 

DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 

DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

Jumlah dokumen pengelolaan 

DAS sesuai kewenangan 

Provinsi

Dokumen                        1            48.965.680,00                           2 41.628.340,00 200,00                  85,02 

Program dan Kegiatan Indikator Kineja Satuan
Target Realisasi Capaian



  

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 72 

 

 

 

 

 

 Kinerja Anggaran  Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran

UPTD TAHURA       1.266.079.392,00 1.083.276.404,00

PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA 

ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
Indeks Efektivitas Pengelolaan 

Kawasan Konservasi 
Indeks                      70          716.035.700,00                         79 634.676.700,00 112,86                  88,64 

Pengelolaan Taman Hutan Raya 

(TAHURA) Provinsi

Jumlah Dokumen Kegiatan 

Pemulihan Ekosistem Tahura 

Provinsi di Kota Palu dan 

Kabupaten Sigi

Dokumen                        6          716.035.700,00                           3 634.676.700,00 50,00                  88,64 

UPT KPH DAMPELAS TINOMBO       1.552.078.173,00 1.205.228.997,00

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Kontribusi Sektor Kehutanan 

terhadap PDRB 
Rp                 1.945       1.120.722.373,00                    5.068 792.339.250,00 260,57                  70,70 

Luas Lahan yang direhabilitasi Ha 100 66,72 66,72

Penurunan Luas Kerusakan 

Kawasan Hutan 
% 97,21 97,73 100,53

Rencana pengelolaan kesatuan 

pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)  

Jumlah Unit Kesatuan 

Pengelolaan Hutan 

Produksi/Lidung (KPHP/L) yang 

Telah Dilakukan Pembagian Blok

Unit                        2            83.317.650,00                           1 37.126.800,00 50,00                  44,56 

Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan 

Hutan Negara

Bangunan Rehabilitasi Sipil 

Teknis Yang Terbangun
Unit

Luas Hutan Dan Lahan Yang 

Direhabilitasi
Ha                      50                    66,72 133,44

Luas Hutan Mangrove Yang di 

Rehabilitasi
Ha                      50                         50 100,00

Luas Rehabilitasi Hutan Dan 

lahan Dengan Pemanfaatan Bibit 

Oleh Mayarakat Dan Penanaman 

Oleh Stakeholder Lainya

Ha                      20          331.619.800,00                         20 189.122.000,00 100,00                  57,03 

Pelaksanaan Perlindungan Hutan di 

Hutan Lindung dan Hutan Produksi  

Jumlah patroli / operasi 

pengamanan hutan 

pengendalian kerusakan dan 

pengamanan hutan 

Laporan                        1            50.000.000,00                           1 7.700.000,00 100,00                  15,40 

PERBENIHAN TANAMAN HUTAN Jumlah data(asal usul, jenis 

mutu) benih atau bibit yang 

beredar

Laporan                      13          655.784.923,00                         13 558.390.450,00 100,00                  85,15 

PROGRAM PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN, PENYULUHAN DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI 

BIDANG KEHUTANAN

Persentase Peningkatan Kelas 

KTH 
% 10,06              2.985.000,00 7,10 2.600.000,00 70,58                  87,10 

Persentase Peningkatan Kelas 

KUPS
% 5,32 10,54 198,12

Luas Fasilitasi Pengusulan 

Akses Legal Kepada Masyaakat 

dalam Pengelolaan Hutan 

melalui Perhutanan Sosial

Ha 100 69,10 69,10

Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan 

Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat 

di Bidang Kehutanan

Jumlah Kelompok Tani Hutan 

yang Mandiri yang Mengikuti 

Penguatan dan Pendampingan 

Kelembagaan

Dokumen                        1              2.985.000,00                           4 2.600.000,00 400,00                  87,10 

UPT KPH DOLAGO TANGGUNUNG       1.206.759.225,00 1.130.916.958,00

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Kontribusi Sektor Kehutanan 

terhadap PDRB 
Rp 1.945                         838.705.450,00 5.068                   805.489.000,00 260,57                  96,04 

Luas Lahan yang direhabilitasi Ha 200 74,89 0,00 37,45

Penurunan Luas Kerusakan 

Kawasan Hutan 
% 97,21 97,73 100,53

Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan 

Hutan Negara

Luas Hutan Dan Lahan Yang 

Direhabilitasi
Ha                      65          749.025.450,00                    40,00 731.909.000,00 61,54                  97,71 

Luas Hutan Mangrove Yang di 

Rehabilitasi
Ha

Luas Rehabilitasi Hutan Dan 

lahan Dengan Pemanfaatan Bibit 

Oleh Mayarakat Dan Penanaman 

Oleh Stakeholder Lainya

Ha

Bangunan Rehabilitasi Sipil 

Teknis Yang Terbangun
Unit

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN 

DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN 

PRODUKSI

Jumlah patroli / operasi 

pengamanan hutan 

pengendalian kerusakan dan 

pengamanan hutan

Laporan                      40            75.850.000,00                         10 61.850.000,00 25,00                  81,54 

PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL 

HUTAN KAYU DENGAN KAPASITAS 

PRODUKSI

Jumlah Dokumen Pengolahan 

Hasil Hutan Kayu dengan 

Kapasitas Produksi

Dokumen                      12            13.830.000,00                            - 11.730.000,00 0,00                  84,82 

PROGRAM PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN, PENYULUHAN DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI 

BIDANG KEHUTANAN

Persentase Peningkatan Kelas 

KTH 
% 10,06            82.581.050,00 7,10 59.110.000,00 70,58                  71,58 

Persentase Peningkatan Kelas 

KUPS
% 5,32 10,54 198,12

Luas Fasilitasi Pengusulan 

Akses Legal Kepada Masyaakat 

dalam Pengelolaan Hutan 

melalui Perhutanan Sosial

Ha 100 0,00 0,00

PELAKSANAAN PENYULUHAN 

KEHUTANAN PROVINSI DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI 

BIDANG KEHUTANAN

Jumlah Kelompok Tani Hutan 

yang Mandiri yang Mengikuti 

Penguatan dan Pendampingan 

Kelembagaan

Kelompok                        2            82.581.050,00                           2 59.110.000,00 100,00                  71,58 

Capaian
Program dan Kegiatan Indikator Kineja Satuan

Target Realisasi
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 Kinerja Anggaran  Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran

UPT KPH TOILI BATURUBE       1.576.238.615,00 1.412.843.982,50

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Kontribusi Sektor Kehutanan 

terhadap PDRB 
Rp 1.945                         465.815.535,00 5.068                   384.992.954,50 260,57                  82,65 

Luas Lahan yang direhabilitasi Ha 100 181,42 181,42

Penurunan Luas Kerusakan 

Kawasan Hutan 
% 97,21 97,73 100,53

Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan 

Hutan Negara

Bangunan Rehabilitasi Sipil 

Teknis Yang Terbangun
Unit          436.240.535,00 362.192.954,50                  83,03 

Luas Hutan Dan Lahan Yang 

Direhabilitasi
Ha                      10                    20,00 200,00

Luas Rehabilitasi Hutan Dan 

lahan Dengan Pemanfaatan Bibit 

Oleh Mayarakat Dan Penanaman 

Oleh Stakeholder Lainya

Ha                      20                    18,00 90,00

Luas Hutan Mangrove Yang di 

Rehabilitasi
Ha                         - 

Pelaksanaan Perlindungan Hutan di 

Hutan Lindung dan Hutan Produksi  

Jumlah patroli / operasi 

pengamanan hutan 

pengendalian kerusakan dan 

pengamanan hutan 

Laporan                        2            28.375.000,00                           2 21.600.000,00 100,00                  76,12 

Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan 

Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 

m3/Tahun

Jumlah Dokumen Pengolahan 

Hasil Hutan Kayu dengan 

Kapasitas Produksi <6000 

m3/Tahun

Dokumen                        1              1.200.000,00                           1 1.200.000,00 100,00                100,00 

PROGRAM PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN, PENYULUHAN DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI 

BIDANG KEHUTANAN

Persentase Peningkatan Kelas 

KTH 
% 10,06          858.566.200,00 7,10 779.213.620,00 70,58                  90,76 

Persentase Peningkatan Kelas 

KUPS
% 5,32 10,54 198,12

Luas Fasilitasi Pengusulan 

Akses Legal Kepada Masyaakat 

dalam Pengelolaan Hutan 

melalui Perhutanan Sosial

Ha 100 351,15 351,15

Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan 

Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat 

di Bidang Kehutanan

Jumlah Kelompok Tani Hutan 

yang Mandiri yang Mengikuti 

Penguatan dan Pendampingan 

Kelembagaan

Kelompok                        3          858.566.200,00                           3 779.213.620,00 100,00                  90,76 

UPT KPH BANAWA LALUNDU          955.626.962,00 949.227.050,00

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Kontribusi Sektor Kehutanan 

terhadap PDRB 
Rp 1.945                         489.330.260,00 5.068                   486.010.050,00 260,57                  99,32 

Luas Lahan yang direhabilitasi Ha 34 22,10 65,00

Penurunan Luas Kerusakan 

Kawasan Hutan 
% 97,21 97,73 100,53

Rencana pengelolaan kesatuan 

pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)  

Jumlah Dokumen Rencana 

Pengelolaan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan yang 

Tersusun 

Dokumen                        1            15.000.000,00                           1 14.840.000,00 100,00                  98,93 

Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan 

Hutan Negara

Luas Hutan Dan Lahan Yang 

Direhabilitasi
Ha                      12          430.980.260,00                         12 427.820.050,00 100,00                  99,27 

Luas Hutan Mangrove Yang di 

Rehabilitasi
Ha

Bangunan Rehabilitasi Sipil 

Teknis Yang Terbangun
Ha

Luas Rehabilitasi Hutan Dan 

lahan Dengan Pemanfaatan Bibit 

Oleh Mayarakat Dan Penanaman 

Oleh Stakeholder Lainnya

Ha                        4                    10,10 252,50

Pelaksanaan Perlindungan Hutan di 

Hutan Lindung dan Hutan Produksi  
Jumlah patroli / operasi 

pengamanan hutan 

pengendalian kerusakan dan 

pengamanan hutan 

Laporan                        6            36.600.000,00                           7 36.600.000,00 116,67                100,00 

Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan 

Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 

m3/Tahun

Jumlah Dokumen Pengolahan 

Hasil Hutan Kayu dengan 

Kapasitas Produksi <6000 

m3/Tahun

Dokumen                        6              6.750.000,00                           6 6.750.000,00 100,00                100,00 

PROGRAM PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN, PENYULUHAN DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI 

BIDANG KEHUTANAN

Persentase Peningkatan Kelas 

KTH 
% 10,06            22.125.000,00 7,10 22.125.000,00 70,58                100,00 

Persentase Peningkatan Kelas 

KUPS
% 5,32 10,54 198,12

Luas Fasilitasi Pengusulan 

Akses Legal Kepada Masyaakat 

dalam Pengelolaan Hutan 

melalui Perhutanan Sosial

Ha 100 0,00 0,00

Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan 

Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat 

di Bidang Kehutanan

Jumlah Kelompok Tani Hutan 

yang Mandiri yang Mengikuti 

Penguatan dan Pendampingan 

Kelembagaan

Kelompok                        2            22.125.000,00                           5 22.125.000,00 250,00                100,00 

Program dan Kegiatan Indikator Kineja Satuan
Target Realisasi Capaian
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 Kinerja Anggaran  Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran

UPT KPH KULAWI          889.576.716,00 793.876.911,00

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Kontribusi Sektor Kehutanan 

terhadap PDRB 
Rp 1.945                         534.336.440,00 5.068                   441.905.100,00 260,57                  82,70 

Luas Lahan yang direhabilitasi Ha 30 96,64 322,13

Penurunan Luas Kerusakan 

Kawasan Hutan 
% 97,21 97,73 100,53

Rencana pengelolaan kesatuan 

pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)  

Jumlah Dokumen Rencana 

Pengelolaan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan yang 

Tersusun 

Dokumen                        1            15.000.000,00                           1 14.985.000,00 100,00                  99,90 

Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan 

Hutan Negara

Luas Hutan Mangrove Yang di 

Rehabilitasi
Ha

Bangunan Rehabilitasi Sipil 

Teknis Yang Terbangun
Unit

Luas Rehabilitasi Hutan Dan 

lahan Dengan Pemanfaatan Bibit 

Oleh Mayarakat Dan Penanaman 

Oleh Stakeholder Lainnya

Ha                      20          394.712.440,00                         29 390.570.100,00 145,00                  98,95 

Luas Hutan Dan Lahan Yang 

Direhabilitasi
Ha                         -                            - 0,00

Pelaksanaan Perlindungan Hutan di 

Hutan Lindung dan Hutan Produksi  

Jumlah patroli / operasi 

pengamanan hutan 

pengendalian kerusakan dan 

pengamanan hutan 

Laporan                      12          109.174.000,00                         12 28.250.000,00 100,00                  25,88 

Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan 

Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 

m3/Tahun

Jumlah Unit Managemen PBPHH 

Kayu
Laporan                        1            15.450.000,00                           1 8.100.000,00 100,00                  52,43 

PROGRAM PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN, PENYULUHAN DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI 

BIDANG KEHUTANAN

Persentase Peningkatan Kelas 

KTH 
% 10,06            31.660.140,00 7,10 30.255.000,00 70,58                  95,56 

Persentase Peningkatan Kelas 

KUPS
% 5,32 10,54 198,12

Luas Fasilitasi Pengusulan 

Akses Legal Kepada Masyaakat 

dalam Pengelolaan Hutan 

melalui Perhutanan Sosial

Ha 100 0,00 0,00

Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan 

Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat 

di Bidang Kehutanan

Jumlah Kelompok Tani Hutan 

yang Mandiri yang Mengikuti 

Penguatan dan Pendampingan 

Kelembagaan

Kelompok                        1            31.660.140,00                           1 30.255.000,00 100,00                  95,56 

UPT KPH SINTUWU MAROSO       1.193.929.325,00 1.084.923.252,00

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Kontribusi Sektor Kehutanan 

terhadap PDRB 
Rp 1.945                         768.983.900,00 5.068                   673.616.527,00 260,57                  87,60 

Luas Lahan yang direhabilitasi Ha 60 17,27 28,78

Penurunan Luas Kerusakan 

Kawasan Hutan 
% 97,21 97,73 100,53

Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan 

Hutan Negara
Sistem Data dan Informasi 

Sumber Daya Hutan Mendukung 

KPH di Sulawesi Tengah

Dokumen                            - 

Bangunan Rehabilitasi Sipil 

Teknis Yang Terbangun
Unit                         -                            - 

Luas Rehabilitasi Hutan Dan 

lahan Dengan Pemanfaatan Bibit 

Oleh Mayarakat Dan Penanaman 

Oleh Stakeholder Lainnya

Ha                      50          581.796.400,00                    17,27 529.816.527,00 34,54                  91,07 

Luas Hutan Mangrove Yang di 

Rehabilitasi
Ha                         -                            - 

Luas Hutan Dan Lahan Yang 

Direhabilitasi
Ha                         -                            - 

Pelaksanaan Perlindungan Hutan di 

Hutan Lindung dan Hutan Produksi  

Jumlah patroli / operasi 

pengamanan hutan 

pengendalian kerusakan dan 

pengamanan hutan 

Laporan                      12          131.187.500,00                           8 87.800.000,00 66,67                  66,93 

Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan

Bukan Kayu (HHBK)

Jumlah Dokumen Pengolahan 

HHBK

yang tersusun

Perbenihan Tanaman Hutan            56.000.000,00 56.000.000,00                100,00 

PROGRAM PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN, PENYULUHAN DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI 

BIDANG KEHUTANAN

Persentase Peningkatan Kelas 

KTH 
% 10,06            64.410.000,00 7,10 63.691.600,00 70,58                  98,88 

Persentase Peningkatan Kelas 

KUPS
% 5,32 10,54 198,12

Luas Fasilitasi Pengusulan 

Akses Legal Kepada Masyaakat 

dalam Pengelolaan Hutan 

melalui Perhutanan Sosial

Ha 100 0,00 0,00

Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan 

Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat 

di Bidang Kehutanan

Jumlah Kelompok Tani Hutan 

yang Mandiri yang Mengikuti 

Penguatan dan Pendampingan 

Kelembagaan

Kelompok                        2            64.410.000,00                           2 63.691.600,00 100,00                  98,88 

Program dan Kegiatan Indikator Kineja Satuan
Target Realisasi Capaian
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 Kinerja Anggaran  Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran

UPT SIVIA PATUJU          942.073.390,00 849.239.360,00

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Kontribusi Sektor Kehutanan 

terhadap PDRB 
Rp 1.945                         625.200.840,00 5.068                   541.174.950,00 260,57                  86,56 

Luas Lahan yang direhabilitasi Ha 50 11,28 22,56

Penurunan Luas Kerusakan 

Kawasan Hutan 
% 97,21 97,73 100,53

RENCANA PENGELOLAAN KESATUAN 

PENGELOLAAN HUTAN KECUALI PADA 

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN 

KONSERVASI (KPHK)

Jumlah Dokumen Rencana 

Pengelolaan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan yang 

Tersusun 

                       1            12.617.700,00                           1 12.617.700,00 100,00                100,00 

PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR 

KAWASAN HUTAN NEGARA
Luas Rehabilitasi Hutan Dan 

lahan Dengan Pemanfaatan Bibit 

Oleh Mayarakat Dan Penanaman 

Oleh Stakeholder Lainnya

Ha

Luas Hutan Dan Lahan Yang 

Direhabilitasi
Ha                      25          534.474.140,00                    11,28 464.127.750,00 45,12                  86,84 

Bangunan Rehabilitasi Sipil 

Teknis Yang Terbangun
Unit                         -                            - 

Luas Hutan Mangrove Yang di 

Rehabilitasi
Ha                         -                            - 

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN 

DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN 

PRODUKSI

Jumlah Laporan Pembinaan 

dan/atau Pengawasan dalam 

Rangka Pengembangan 

Rehabilitasi Lahan

Laporan                        7            50.357.700,00                         10 50.357.700,00 142,86                100,00 

PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL 

HUTAN KAYU DENGAN KAPASITAS 

PRODUKSI

Jumlah Unit Managemen PBPHH 

Kayu
                       1            27.751.300,00                           1 14.071.800,00 100,00                  50,71 

PROGRAM PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN, PENYULUHAN DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI 

BIDANG KEHUTANAN

Persentase Peningkatan Kelas 

KTH 
% 10,06            13.707.700,00 7,10 5.435.900,00 70,58                  39,66 

Persentase Peningkatan Kelas 

KUPS
% 5,32 10,54 198,12

Luas Fasilitasi Pengusulan 

Akses Legal Kepada Masyaakat 

dalam Pengelolaan Hutan 

melalui Perhutanan Sosial

Ha 100 520,86 0,00 520,86

PELAKSANAAN PENYULUHAN 

KEHUTANAN PROVINSI DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI 

BIDANG KEHUTANAN

Jumlah Kelompok Tani Hutan 

yang Mandiri yang Mengikuti 

Penguatan dan Pendampingan 

Kelembagaan

Kelompok                        3            13.707.700,00                           3 5.435.900,00 100,00

UPT KPH BALANTAK          607.228.281,00                            - 497.139.358,00

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
Kontribusi Sektor Kehutanan 

terhadap PDRB 
Rp 1.945                         317.268.075,00 5.068                   247.257.842,00 260,57                  77,93 

Luas Lahan yang direhabilitasi Ha 60 16,25 27,08

Penurunan Luas Kerusakan 

Kawasan Hutan 
% 97,21 97,73 100,53

RENCANA PENGELOLAAN KESATUAN 

PENGELOLAAN HUTAN KECUALI PADA 

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN 

KONSERVASI (KPHK)

Jumlah Dokumen Rencana 

Pengelolaan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan yang 

Tersusun

Dokumen                        1            41.078.583,00                           1 16.602.350,00 100,00                  40,42 

PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR 

KAWASAN HUTAN NEGARA

Luas Hutan Mangrove Yang di 

Rehabilitasi
Ha                      65                            - 

Luas Rehabilitasi Hutan Dan 

lahan Dengan Pemanfaatan Bibit 

Oleh Mayarakat Dan Penanaman 

Oleh Stakeholder Lainnya

Ha                      10          131.381.000,00                      6,25 131.361.000,00 62,50                  99,98 

Luas Hutan Dan Lahan Yang 

Direhabilitasi
Ha                      10                         10 0,00 100,00

Bangunan Rehabilitasi Sipil 

Teknis Yang Terbangun
Ha                      14                            - 0,00 0,00

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN 

DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN 

PRODUKSI

Jumlah patroli / operasi 

pengamanan hutan 

pengendalian kerusakan dan 

pengamanan hutan

Laporan                        1          144.808.492,00                           1 99.294.492,00 100,00                  68,57 

PROGRAM PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN, PENYULUHAN DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI 

BIDANG KEHUTANAN

Persentase Peningkatan Kelas 

KTH 
% 10,06            31.819.925,00 7,10 9.134.425,00 70,58                  28,71 

Persentase Peningkatan Kelas 

KUPS
% 5,32 10,54 0,00 198,12

Luas Fasilitasi Pengusulan 

Akses Legal Kepada Masyaakat 

dalam Pengelolaan Hutan 

melalui Perhutanan Sosial

Ha 100 434,12 0,00 434,12

PELAKSANAAN PENYULUHAN 

KEHUTANAN PROVINSI DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI 

BIDANG KEHUTANAN

Jumlah Kelompok Tani Hutan 

yang Mandiri yang Mengikuti 

Penguatan dan Pendampingan 

Kelembagaan

Kelompok                        2            31.819.925,00                           2 9.134.425,00 100,00                  28,71 

Capaian
Program dan Kegiatan Indikator Kineja Satuan

Target Realisasi



  

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 76 

 

 

 

 

 

 Kinerja Anggaran  Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran

UPT KPH PULAU PELING          821.727.327,00 712.990.307,00

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Kontribusi Sektor Kehutanan 

terhadap PDRB 
Rp 1.945                         277.945.900,00 5.068                   244.276.500,00 260,57                  87,89 

Luas Lahan yang direhabilitasi Ha 40 41,90 104,75

Penurunan Luas Kerusakan 

Kawasan Hutan 
% 97,21 97,73 100,53

RENCANA PENGELOLAAN KESATUAN 

PENGELOLAAN HUTAN KECUALI PADA 

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN 

KONSERVASI (KPHK)

Jumlah Dokumen Rencana 

Pengelolaan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan yang 

Tersusun

Dokumen                        1            21.876.800,00                           1 21.876.800,00 100,00                100,00 

PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR 

KAWASAN HUTAN NEGARA

Bangunan Rehabilitasi Sipil 

Teknis Yang Terbangun
Unit                      14                            - 

Luas Rehabilitasi Hutan Dan 

lahan Dengan Pemanfaatan Bibit 

Oleh Mayarakat Dan Penanaman 

Oleh Stakeholder Lainnya

Ha                      20          153.407.900,00                    21,90 153.407.900,00 109,50                100,00 

Luas Hutan Mangrove Yang di 

Rehabilitasi
Ha                      65                            - 0,00 0,00

Luas Hutan Dan Lahan Yang 

Direhabilitasi
Ha                      20                         20 0,00 100,00

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN 

DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN 

PRODUKSI

Jumlah patroli / operasi 

pengamanan hutan 

pengendalian kerusakan dan 

pengamanan hutan

Laporan                      16          102.661.200,00                         16 68.991.800,00 100,00                  67,20 

PROGRAM PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN, PENYULUHAN DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI 

BIDANG KEHUTANAN

Persentase Peningkatan Kelas 

KTH 
% 10,06          216.797.670,00 7,10 147.436.000,00 70,58                  68,01 

Persentase Peningkatan Kelas 

KUPS
% 5,32 10,54 0,00 198,12

Luas Fasilitasi Pengusulan 

Akses Legal Kepada Masyaakat 

dalam Pengelolaan Hutan 

melalui Perhutanan Sosial

Ha 100 0,00 0,00 0,00

PELAKSANAAN PENYULUHAN 

KEHUTANAN PROVINSI DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI 

BIDANG KEHUTANAN

Jumlah Kelompok Tani Hutan 

yang Mandiri yang Mengikuti 

Penguatan dan Pendampingan 

Kelembagaan

Kelompok                        2          216.797.670,00                           2 147.436.000,00 100,00                  68,01 

UPT KPH TEPE ASA AROA          643.782.930,00 612.448.780,00

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Kontribusi Sektor Kehutanan 

terhadap PDRB 
Rp 1.945                         300.834.290,00 5.068                   295.263.830,00 260,57                  98,15 

Luas Lahan yang direhabilitasi Ha 20 20,21 101,05

Penurunan Luas Kerusakan 

Kawasan Hutan 
% 97,21 97,73 100,53

RENCANA PENGELOLAAN KESATUAN 

PENGELOLAAN HUTAN KECUALI PADA 

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN 

KONSERVASI (KPHK)

Jumlah Dokumen Rencana 

Pengelolaan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan yang 

Tersusun

Dokumen                        1            47.313.000,00                           1 47.271.450,00 100,00                  99,91 

PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR 

KAWASAN HUTAN NEGARA

Jumlah Laporan Pembinaan 

dan/atau Pengawasan dalam 

Rangka Pengembangan 

Rehabilitasi Lahan

Laporan                        2          159.741.290,00                           2 158.382.380,00 100,00                  99,15 

Bangunan Rehabilitasi Sipil 

Teknis Yang Terbangun
Unit                            - 

Luas Hutan Mangrove Yang di 

Rehabilitasi
Ha                            - 

Luas Rehabilitasi Hutan Dan 

lahan Dengan Pemanfaatan Bibit 

Oleh Mayarakat Dan Penanaman 

Oleh Stakeholder Lainnya

Ha                      15                         15 100,00

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN 

DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN 

PRODUKSI

Jumlah patroli / operasi 

pengamanan hutan 

pengendalian kerusakan dan 

pengamanan hutan

Laporan                      13            87.030.000,00                         13 82.860.000,00 100,00                  95,21 

Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan 

Bukan Kayu (HHBK)

Jumlah Dokumen Pengolahan 

HHBK yang tersusun
Dokumen                            - 0,00

PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL 

HUTAN KAYU DENGAN KAPASITAS 

PRODUKSI

Jumlah Dokumen Pengolahan 

Hasil Hutan Kayu dengan 

Kapasitas Produksi

Dokumen                        1              6.750.000,00                           3 6.750.000,00 300,00                100,00 

PROGRAM PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN, PENYULUHAN DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI 

BIDANG KEHUTANAN

Persentase Peningkatan Kelas 

KTH 
% 10,06            10.751.090,00 7,10 7.725.000,00 70,58                  71,85 

Persentase Peningkatan Kelas 

KUPS
% 5,32 10,54 198,12

Luas Fasilitasi Pengusulan 

Akses Legal Kepada Masyaakat 

dalam Pengelolaan Hutan 

melalui Perhutanan Sosial

Ha 100 350,02 350,02

PELAKSANAAN PENYULUHAN 

KEHUTANAN PROVINSI DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI 

BIDANG KEHUTANAN

Jumlah Kelompok Tani Hutan 

yang Mandiri yang Mengikuti 

Penguatan dan Pendampingan 

Kelembagaan

Kelompok                        2            10.751.090,00                           2 7.725.000,00 100,00                  71,85 

Program dan Kegiatan Indikator Kineja Satuan
Target Realisasi Capaian
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 Kinerja Anggaran  Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran

UPT KPH TEPE ASA MOROSO          552.368.920,17 480.951.584,12

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
Kontribusi Sektor Kehutanan 

terhadap PDRB 
Rp 1.945                         247.623.705,12 5.068                   217.033.305,12 260,57                  87,65 

Luas Lahan yang direhabilitasi Ha 250 44,75 17,90

Penurunan Luas Kerusakan 

Kawasan Hutan 
% 97,21 97,73 100,53

Rencana pengelolaan kesatuan 

pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)  

Jumlah Dokumen Rencana 

Pengelolaan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan yang 

Tersusun 

Dokumen                        1            15.003.100,00                           1 15.003.100,00 100,00                100,00 

Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan 

Hutan Negara  

Jumlah Laporan Pembinaan 

dan/atau Pengawasan dalam 

Rangka Pengembangan 

Rehabilitasi Lahan

Laporan                            - 

Pelaksanaan Perlindungan Hutan di 

Hutan Lindung dan Hutan Produksi  

Jumlah patroli / operasi 

pengamanan hutan 

pengendalian kerusakan dan 

pengamanan hutan 

Laporan                        8            64.090.200,00                           8 33.499.800,00 100,00                  52,27 

PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL 

HUTAN KAYU DENGAN KAPASITAS 

PRODUKSI

Jumlah Dokumen Pengolahan 

Hasil Hutan Kayu dengan 

Kapasitas Produksi

Dokumen                        1            12.875.000,00                            - 12.875.000,00 0,00                100,00 

PERBENIHAN TANAMAN HUTAN Jumlah data(asal usul, jenis 

mutu) benih atau bibit yang 

beredar

Dokumen                        1          155.655.405,12                            - 155.655.405,12 0,00                100,00 

PROGRAM PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN, PENYULUHAN DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI 

BIDANG KEHUTANAN

Persentase Peningkatan Kelas 

KTH 
% 10,06            37.548.350,00 7,10 0,00 70,58                        -   

Persentase Peningkatan Kelas 

KUPS
% 5,32 10,54 0,00 198,12

Luas Fasilitasi Pengusulan 

Akses Legal Kepada Masyaakat 

dalam Pengelolaan Hutan 

melalui Perhutanan Sosial

Ha 100 0,00 0,00 0,00

PELAKSANAAN PENYULUHAN 

KEHUTANAN PROVINSI DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI 

BIDANG KEHUTANAN

Jumlah Kelompok Tani Hutan 

yang Mandiri yang Mengikuti 

Penguatan dan Pendampingan 

Kelembagaan

Kelompok                        2            37.548.350,00                            - 0,00 0,00                        -   

KPH GUNUNG DAKO       1.112.973.545,00 1.044.734.162,00

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Kontribusi Sektor Kehutanan 

terhadap PDRB 
Rp 1.945                         751.889.760,00 5.068                   1.251.932.600,00 260,57                166,50 

Luas Lahan yang direhabilitasi Ha 45 38,11 84,69

Penurunan Luas Kerusakan 

Kawasan Hutan 
% 97,21 97,73 100,53

Rencana pengelolaan kesatuan 

pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)  

Jumlah Dokumen Rencana 

Pengelolaan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan yang 

Tersusun 

Dokumen                        1                               -                              - 

Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan 

Hutan Negara

Jumlah Laporan Pembinaan 

dan/atau Pengawasan dalam 

Rangka Pengembangan 

Rehabilitasi Lahan

Laporan                        1                            - 

Luas Hutan Mangrove Yang di 

Rehabilitasi
Ha                         -                            - 

Luas Hutan Dan Lahan Yang 

Direhabilitasi
Ha                      25            95.356.100,00                    38,11 82.149.000,00 152,44                  86,15 

Bangunan Rehabilitasi Sipil 

Teknis Yang Terbangun
Unit                         -                            - 

Luas Rehabilitasi Hutan Dan 

lahan Dengan Pemanfaatan Bibit 

Oleh Mayarakat Dan Penanaman 

Oleh Stakeholder Lainnya

Ha                         -                            - 

Pelaksanaan Perlindungan Hutan di 

Hutan Lindung dan Hutan Produksi  

Jumlah patroli / operasi 

pengamanan hutan 

pengendalian kerusakan dan 

pengamanan hutan 

Laporan                      12          116.738.660,00                         13 99.623.600,00 108,33                  85,34 

PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL 

HUTAN KAYU DENGAN

 KAPASITAS PRODUKSI <6000 M3/TAHUN

Jumlah Dokumen Pengolahan 

HHBK yang tersusun
Dokumen                        1              7.375.000,00                            - 5.400.000,00 0,00                  73,22 

Perbenihan Tanaman Hutan          532.420.000,00 532.380.000,00                  99,99 

PROGRAM PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN, PENYULUHAN DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI 

BIDANG KEHUTANAN

Persentase Peningkatan Kelas 

KTH 
% 10,06            39.532.000,00 7,10 7.200.000,00 70,58                  18,21 

Persentase Peningkatan Kelas 

KUPS
% 5,32 10,54 0,00 198,12

Luas Fasilitasi Pengusulan 

Akses Legal Kepada Masyaakat 

dalam Pengelolaan Hutan 

melalui Perhutanan Sosial

Ha 100 0,00 0,00

PELAKSANAAN PENYULUHAN 

KEHUTANAN PROVINSI DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI 

BIDANG KEHUTANAN

Jumlah Kelompok Tani Hutan 

yang Mandiri yang Mengikuti 

Penguatan dan Pendampingan 

Kelembagaan

Kelompok                        2            39.532.000,00                           2 7.200.000,00 100,00                  18,21 

Capaian
Program dan Kegiatan Indikator Kineja Satuan

Target Realisasi
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 Kinerja Anggaran  Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran

UPT KPH POGOGUL          871.302.564,00 805.315.141,00

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Kontribusi Sektor Kehutanan 

terhadap PDRB 
Rp 1.945                         445.018.589,50 5.068                   426.662.400,00 260,57                  95,88 

Luas Lahan yang direhabilitasi Ha 100 38,37 38,37

Penurunan Luas Kerusakan 

Kawasan Hutan 
% 97,21 97,73 100,53

Rencana pengelolaan kesatuan 

pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)  

Jumlah Dokumen Rencana 

Pengelolaan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan yang 

Tersusun 

Dokumen                        1            14.775.000,00                           1 14.740.000,00 100,00                  99,76 

Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan 

Hutan Negara

Luas Hutan Mangrove Yang di 

Rehabilitasi
Ha                         -                            - 

Luas Hutan Dan Lahan Yang 

Direhabilitasi
Ha                      10                         10 100,00

Luas Rehabilitasi Hutan Dan 

lahan Dengan Pemanfaatan Bibit 

Oleh Mayarakat Dan Penanaman 

Oleh Stakeholder Lainnya

Ha                      25          320.369.089,50                    28,37 307.502.900,00 113,48                  95,98 

Bangunan Rehabilitasi Sipil 

Teknis Yang Terbangun
Ha                         -                            - 0,00

Pelaksanaan Perlindungan Hutan di 

Hutan Lindung dan Hutan Produksi  

Jumlah patroli / operasi 

pengamanan hutan 

pengendalian kerusakan dan 

pengamanan hutan 

Laporan                        5          107.924.500,00                           8 102.619.500,00 160,00                  95,08 

Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan 

Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 

M3/Tahun

Jumlah Unit Managemen PBPHH 

Kayu
Paket                        1              1.950.000,00                            - 1.800.000,00 0,00                  92,31 

PROGRAM PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN, PENYULUHAN DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI 

BIDANG KEHUTANAN

Persentase Peningkatan Kelas 

KTH 
% 10,06            94.235.500,00 7,10 62.240.000,00 70,58                  66,05 

Persentase Peningkatan Kelas 

KUPS
% 5,32 10,54 0,00 198,12

Luas Fasilitasi Pengusulan 

Akses Legal Kepada Masyaakat 

dalam Pengelolaan Hutan 

melalui Perhutanan Sosial

Ha 100 0,00 0,00

Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan 

Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat 

di Bidang Kehutanan

Jumlah Kelompok Tani Hutan 

yang Mandiri yang Mengikuti 

Penguatan dan Pendampingan 

Kelembagaan

Kelompok                        2            94.235.500,00                           2 62.240.000,00 100,00                  66,05 

Program dan Kegiatan Indikator Kineja Satuan
Target Realisasi Capaian
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3.2 Realisasi Anggaran 

Pada Tahun 2025 terdapat 5 (lima) program yang telah mendukung 

terlaksananya pembangunan kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, dengan alokasi 

anggaran berdasarkan mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) sebesar Rp.76.942.181.143,41,- (Tujuh Puluh Enam Milyar Sembilan 

Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Satu Seratus Empat Puluh Tiga 

Koma Empat Puluh Satu Rupiah) dan sampai dengan akhir Desember 2025 realisasi 

pencapaian terhadap keuangan sebesar Rp. 64.839.344.490,62,- (Enam Puluh 

Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Tiga Ratus Empat Puluh Empat 

Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Koma Enam Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 

84,27%.  Adapun realisasi anggaran sebagai berikut : 

Tabel 3.12  Realisasi Anggaran Tahun 2025 

 

 Untuk rincian realisasi anggaran tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.13 

dibawah ini. 

 

Keuangan (Rp)  (%)

I APBD (A+B) 76.942.181.143,41       64.839.344.490,62       84,27

A BELANJA OPERASI 74.927.934.473,41       64.335.553.527,62       85,86

Belanja Pegawai 55.791.497.523,94      47.748.177.860,00      85,58

Belanja Barang dan Jasa 19.136.436.949,47      16.587.375.667,62      86,68

B BELANJA MODAL 2.014.246.670,00         503.790.963,00            25,01

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 220.760.580,00           -                               0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.793.486.090,00        503.790.963,00           28,09

No Uraian Pagu (Rp)

Realisasi 
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Tabel. 3.13 Rincian Realisasai Anggaran Tahun 2025

 

Keuangan  (%)

I. 65.548.910.027,93           66.021.845.374,29           55.742.670.817,00           84,43

A. 232.287.600,00               160.860.550,00               144.965.410,00               90,12

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 104.512.600,00                41.535.800,00                   32.110.660,00                   77,31

2.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD
127.775.000,00                119.324.750,00                112.854.750,00                94,58

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 57.405.137.271,43          55.859.752.523,94          47.816.122.860,00          85,60

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 57.321.072.271,43           55.791.497.523,94           47.748.177.860,00           85,58

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 84.065.000,00                   68.255.000,00                   67.945.000,00                   99,55

C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 51.010.000,00                  112.735.000,00               112.735.000,00               100,00

1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 51.010.000,00                   112.735.000,00                112.735.000,00                100,00

D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 154.078.000,00               89.275.940,00                  77.187.940,00                  86,46

1. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 129.523.000,00                63.605.940,00                   51.877.940,00                   81,56

2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 24.555.000,00                   25.670.000,00                   25.310.000,00                   98,60

E. Administrasi Umum Perangkat Daerah 613.933.796,00               765.543.352,00               610.985.022,00               79,81

1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 236.844.071,00                286.175.515,00                226.600.307,00                79,18

2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 624.525,00                        -                                       -                                       0,00

3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 376.465.200,00                479.367.837,00                384.384.715,00                80,19

No. Program / Kegiatan /Sub Kegiatan
Anggaran Sebelum 

Perubahan

Anggaran Setelah 

Perubahan

Realisasi 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
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Keuangan  (%)

F. 34.500.000,00                  2.066.676.670,00            510.561.963,00               24,70

1. Pengadaan Mebel 16.800.000,00                   379.314.960,00                83.953.740,00                   22,13

2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.700.000,00                   1.431.601.130,00             426.608.223,00                29,80

3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -                                       255.760.580,00                -                                       0,00

G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.261.891.804,00            4.555.809.611,05            4.483.406.879,00            98,41

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 842.242.004,00                806.534.938,05                798.356.054,00                98,99

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.419.649.800,00             3.749.274.673,00             3.685.050.825,00             98,29

H. 1.796.071.556,50            2.411.191.727,30            1.986.705.743,00            82,40

1.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
159.300.000,00                148.000.000,00                147.328.395,00                99,55

2.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
701.178.434,00                881.080.353,00                842.865.919,00                95,66

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 302.048.280,00                270.162.020,00                264.477.634,00                97,90

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.974.600,00                     393.538.831,00                45.964.000,00                   11,68

5.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya
627.570.242,50                718.410.523,30                686.069.795,00                95,50

No. Program / Kegiatan /Sub Kegiatan
Anggaran Sebelum 

Perubahan

Anggaran Setelah 

Perubahan

Realisasi 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 
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Keuangan  (%)

II. 4.201.854.528,62             8.245.012.684,12             6.933.351.328,62             84,09

A. 292.593.775,00               265.981.833,00               195.063.200,00               73,34

1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan 292.593.775,00                265.981.833,00                195.063.200,00                73,34

B. 91.363.500,00                  88.646.000,00                  88.646.000,00                  100,00

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatagunaan Kawasan hutan 91.363.500,00                   88.646.000,00                   88.646.000,00                   100,00

C. 59.874.750,00                  53.590.000,00                  53.257.300,00                  99,38

1.
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan 

Hutan di Kawasan Hutan Produksi
59.874.750,00                   53.590.000,00                   53.257.300,00                   99,38

D. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 2.841.047.625,50            4.616.311.851,00            4.070.364.311,50            88,17

;1. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) 115.000.000,00                115.000.000,00                114.468.750,00                99,54

2. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara 982.533.872,00                1.016.719.097,00             840.136.374,50                82,63

3. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 1.473.074.003,00             3.325.789.003,50             2.960.837.187,00             89,03

4.
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi 

Lahan
35.039.750,50                   31.003.750,50                   27.534.000,00                   88,81

5. Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan 35.400.000,00                   127.800.000,00                127.388.000,00                99,68

6. Pembangunan Dam Penahan 200.000.000,00                -                                       -                                       0,00

No. Program / Kegiatan /Sub Kegiatan
Anggaran Sebelum 

Perubahan

Anggaran Setelah 

Perubahan

Realisasi 

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 

Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) 

Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 

Kewenangan Provinsi 

Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 
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Keuangan  (%)

E. 575.651.390,00               1.601.584.872,00            1.123.226.862,00            70,13

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 48.213.600,00                   160.561.620,00                44.344.120,00                   27,62

2.
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan 

Kebakaran Hutan dan Lahan
69.048.800,00                   88.253.300,00                   75.281.750,00                   85,30

3. Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan 458.388.990,00                1.352.769.952,00             1.003.600.992,00             74,19

F. 12.422.500,00                  -                                      -                                      0,00

1.

Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) 

Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan 

provinsi

12.422.500,00                   -                                       -                                       0,00

G. 113.339.650,00               116.261.300,00               91.006.800,00                  78,28

1.
Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan 

menengah yang menjadi kewenangan provinsi
90.215.400,00                   93.931.300,00                   68.676.800,00                   73,11

2.

Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) 

Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan 

provinsi

23.124.250,00                   22.330.000,00                   22.330.000,00                   100,00

H. Perbenihan Tanaman Hutan 215.561.338,12               1.502.636.828,12            1.311.786.855,12            87,30

1. Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan 189.694.838,12                1.399.860.328,12             1.302.425.855,12             93,04

2. Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit 25.866.500,00                   102.776.500,00                9.361.000,00                     9,11

No. Program / Kegiatan /Sub Kegiatan
Anggaran Sebelum 

Perubahan

Anggaran Setelah 

Perubahan

Realisasi 

Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi 

<6000 m3/Tahun 

Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 

Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi
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IV. 1.363.099.875,00             1.852.530.875,00             1.429.227.105,00             77,15

A. 1.363.099.875,00            1.852.530.875,00            1.429.227.105,00            77,15

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan 8.220.000,00                     8.220.000,00                     -                                       0,00

2. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 1.219.454.575,00             1.499.558.225,00             1.238.469.605,00             82,59

3. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial 81.959.150,00                   226.590.800,00                104.075.900,00                45,93

4. Penyiapan Perhutanan Sosial 53.466.150,00                   118.161.850,00                86.681.600,00                   73,36

Keuangan  (%)

V. 48.965.680,00                   48.965.680,00                   41.628.340,00                   85,02

A. 48.965.680,00                  48.965.680,00                  41.628.340,00                  85,02

1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS 24.695.000,50                   24.695.000,50                   21.238.340,00                   86,00

2.
Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya 

Dukung Wilayah DAS
24.270.679,50                   24.270.679,50                   20.390.000,00                   84,01

71.444.898.261,55           76.942.181.143,41           64.839.344.490,62           84,27

No. Program / Kegiatan /Sub Kegiatan
Anggaran Sebelum 

Perubahan

Anggaran Setelah 

Perubahan

Realisasi 

T O T A L

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 

Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan 

Masyarakat di Bidang Kehutanan 

PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 

Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam 

Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 
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4.3 Inovasi 

 

Tata Kelola Perlindungan dan Pengamanan Hutan Berbasis Partisipatif di 

Wilayah UPT KPH/TAHURA Provinsi Sulawesi Tengah 

 

Aksi perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola 

perlindungan dan pengamanan hutan melalui pendekatan partisipatif dengan 

memanfaatkan teknologi digital berupa Google Form sebagai media pelaporan 

gangguan atau kerusakan hutan. Wilayah sasaran aksi 

adalah UPT KPH dan Tahura di Provinsi Sulawesi 

Tengah,  yang memiliki tantangan nyata terhadap 

perambahan, illegal logging, dan gangguan lainnya 

terhadap kawasan hutan.  Lokasi role model aksi ini 

dilaksanakan di wilayah UPT KPH Dolago 

Tanggunung yang mencakup satu kecamatan yaitu 

Kecamatan Torue, dan dua desa yaitu Desa Torue dan 

Desa Tanalanto di Kabupaten Parigi Moutong. 

Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya pelibatan masyarakat 

dalam pengawasan hutan serta lambatnya respon terhadap gangguan hutan. Aksi ini 

dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan penggunaan link pelaporan 

digital, serta simulasi patroli pengamanan hutan yang melibatkan masyarakat, 

petugas Polisi Kehutanan (Polhut), serta aparat TNI atau Kepolisian. Melalui 

pengembangan sistem pelaporan berbasis digital, masyarakat diberikan akses 

mudah untuk melaporkan indikasi kerusakan hutan secara cepat melalui tautan 

Google Form yang disebarkan secara luas. Pelaporan yang masuk akan diteruskan 

secara otomatis kepada petugas KPH/Tahura dan Dinas Kehutanan untuk 

diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai prosedur operasional tetap (SOP) yang telah 

disusun. 

Hasil dari  evaluasi terhadap pelatihan Google Form dalam pelaporan 

pengamanan hutan berbasis partisipatif telah dilakukan dengan membagikan 

kuesioner kepada 31 responden. Masing-masing responden memberikan penilaian 

terhadap 8 indikator penilaian, sehingga total tanggapan yang terkumpul sebanyak 

248. Tingkat kepuasan responden dikategorikan dalam lima kelompok, yaitu: 
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Sangat Puas sebesar 109 tanggapan (43,95%),  Puas sebesar 124 tanggapan 

(50,00%), Cukup Puas sebesar 15 tanggapan (6,05%), Tidak puas sebesar 0 

tanggapan (0,00 %), dan Sangat Tidak Puas sebesar 0 tanggapan (0,00%).  

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 

merasa puas dan sangat puas terhadap penggunaan media digital Google Form 

dalam pelaporan gangguan dan pengamanan hutan. Hal ini menunjukkan bahwa 

pendekatan digital cukup efektif dan diterima baik oleh Masyarakat dalam 

pelaporan, serta penguatan koordinasi antar pihak terkait dalam merespon 

gangguan keamanan hutan. Inovasi ini diharapkan dapat direplikasi di wilayah 

kerja KPH lainnya dalam membangun sistem perlindungan hutan yang kolaboratif 

dan berbasis teknologi. 

 

3.3 Penghargaan 

 

Pada tahun 2025, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah menerima 

penghargaan dari Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atas Prestasinya 

dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dengan Predikat Nilai A.     

 

Gambar 3.2 Penghargaan AKIP Tahun 2025 
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Penghargaan atas peran aktif dan kontribusi dalam menciptakan inovasi 

yang mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan 

publik, Penghargaan diberikan berasarkan hasil IGA Award 2025 sebagai Aparatur 

Sipil Negara Terinovatif II yang diberikan langsung oleh Gubernur Sulawesi 

Tengah kepada Ir. Ceceng Suhana, S.Hut.,MM.,IPM yang pada saat ini menjabat 

sebagai Kepala Unit Pelaksanan Teknis KPH Sivia Patuju di Kabupaten Ampana. 

 

 
Gambar 3.3  Penghargaan Terinovatif II Tahun 2025 

 

 

Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi 

Tengah menerima penghargaan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia 

sebagai Penyelenggara Penyuluhan Kehutanan Terbaik VII Nasional Tahun 2025, 

penyerahan piagam diberikan Wakil Menteri Kehutanan Bapak Rohmat Maruki, 

didampingi Kepala BP2SDM Kementerian Kehutanan Ibu Drh. Indra Exploitasia, 

M.Si. 

  

Gambar 3.4 Penghargaan Penyuluhan Kehutanan Terbaik VII Tahun 2025 
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Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah menerima penghargaan dari 

Gubernur Sulawesi Tengah sebagai Terbaik V Penghargaan Penggunaan Produk 

Dalam Negeri Tahun 2025 Kategori Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 

 Gambar 3.5 Penghargaan P3DN Tahun 2025 

 

 

 Surat Keputusan Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor : 68 Tahun 

2025 tentang Penetapan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Efektif 

dalam mendukung Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari Tahun 2025, 

menetapkan UPT KPH Balantak (KPHP Unit XX Balantak) dengan nilai 82,15. 

Penilaian KPH Efektif di Provinsi Sulawesi Tengah mengiktsertakan 5 (lima) UPT 

KPH, pada Tahun 2024 telah terbit Surat Keputusan Direktur Bina Rencana 

Pemanfaatan Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor:9 Tahun 

2024 yang menetapkan Organisasi KPH yang 

Efektif dalam mendukung Masyarakat mandiri dan 

Hutan Lestari antara lain UPT KPH Banawa 

Lalundu, UPPT KH Kulawi, UPT KPH Sintuwu 

Maroso dan UPT KPH Puau Peling. Penilaian 

dilakukan secara berkala untuk memastikan 

pengelolaann hutan selaras dengan tujuan 

pengelolaan hutan lestari serta menjadi motivasi 

untuk terus memperbaiki kinerja pengelolaan 

hutan di masa mendatang.    

                                                                                              Gambar 3.6  Penghargaan KPH Efektif 
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BAB IV 

PENUTUP 
 

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah ini merupakan 

pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good 

Governance) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Penyusunan 

Laporan Kinerja merupakan amanat yang tertuang dalam Perpres Nomor 29 Tahun 

2014 tentang  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.    

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah disusun 

berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2025 serta 

Penetapan Kinerja Tahun 2025 sebagai pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi dan 

tujuan instansi.  

Penyusunan dokumen Laporan Kinerja terdiri dari pengumpulan dokumen-

dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi 

Sulawesi Tengah, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. 

Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian 

kinerja dengan data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan 

analisis akuntabilitas. 

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran 

sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan 

program dan kebijakan yang ditetapkan. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam 

rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target 

kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. 
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Dalam Pencapaian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 

2025 secara umum progam, kegiatan dan sub kegiatan serta sasaran telah tercapai 

dengan baik.  Adapun hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian 

indikator kinerja, dijadikan sebagai isu strategis yang akan diselesaikan bersama 

oleh semua pihak di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.  Hal 

ini menjadi tantangan yang harus ditindak lanjuti dengan baik. 

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan 

Laporan Kinerja tahun 2025 yang kiranya menjadi perhatian bersama untuk 

dilakukan pada tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan 

kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain : 

1. Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarana dan Prasarana Pendukung kegiatan di 

lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah; 

2. Peningkatan Kerjasama dengan para pihak terkait guna mendukung 

peningkatan capaian sasaran strategis; 

3. Perencanaan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang lebih 

efektif dan efisien serta Memaksimalkan penggunaan anggaran untuk 

peningkatan kualitas kegiatan; 

4. Peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas 

Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan 

transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Dinas 

Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah; 

5. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan 

Laporan Kinerja (LKj) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan 

keabsahan data didalam dokumen LKj; 

6. Laporan Kinerja (LKj) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di 

lingkungan pemerintahan khususnya di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi 

Tengah, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan 

laporan tahun berikutnya. 
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Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi 

Tengah tahun 2025, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas 

Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai 

stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi 

aktif untuk pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah. 

 


